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Abstract  

The  purpose of  this study is  to analyze how the influence  of UMK,  PDRB  

and HDI on labor absorption in East Java Province in 2015 -2023 with a 

research  model of panel data regression  analysis.  In  other words, panel 

data is data obtained from cross sections that are repeatedly observed on 

the same individual unit at different times. Then a description of the 

behavior of several objects will be  obtained over several time periods  and 

see how the influence of the independent variables is partially through 

the t test and simultaneously through the F test on the dependent 

variable. And,  knowing how much percentage of the independent variables 

in  this study affect the dependent variable.  The  estimation  results show 

that UMK does not affect labor absorption in East Java Province,  PDRB 

affects labor absorption in  East  Java  Province  and HDI  does not  affect 

labor absorption in East  Java Province  
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Regional Bruto, Indeks 

Pembangunan Manusia  

, Penyerapan  Tenaga  Kerja.  

Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

UMK, PDRB dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2015 -2023 dengan model penelitian adalah analisis 

regresi data panel. diperoleh gambaran perilaku beberapa objek 

tersebut selama beberapa periode waktu dan melihat bag aimana 

pengaruh variabel independen secara parsial melalui uji t dan secara 

simultan melalui uji F terhadap variabel dependen. Serta, mengetahui 

seberapa besar presentase variabel independen dalam penelitian ini 

memengaruhi variabel dependen. Hasil estimas i menunjukkan bahwa 

UMK berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, PDRB tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Jawa Timur dan IPM berpengaruh signifikan  dan 

berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Jawa Timur  
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1.  PENDAHULUAN  

Penyerapan tenaga kerja ialah jumlah tenaga kerja yang bisa diterima guna 

mengerjakan  tugasnya  dan menggambarkan  lapangan  kerja  yang  tersedia kemudian akan 

diisi oleh para pencari kerja. Apabila tenaga kerja sudah menjalankan pekerjaan yang 

diberikan kepada mereka maka akan mendapatkan upah atau imbalan. (Kurniawan & 

Aisyah, 2023). Teori klasik menurut Adam Smith yaitu kekayaan  di dalam suatu negara 

akan bertambah sesuai dengan ketrampilan  tenaga kerja  yang  digunakan.  Sumber  utama 

pendapatan adalah  produksi  dari  hasil  tenaga kerja  dan sumber daya ekonomi. tingkat  

output  dan harga keseimbangan hanya  bisa dicapai kalau perekonomian berada pada 

tingkat penyerapan tenaga kerja penuh (full employment).(Azzahra et al., 2023) Hal ini 

sejalan dengan Emil et al (2021) dalam  penelitian  yang  berjudul  Pengaruh  PDRB,  UMK,  

IPM  Terhadap  Penyerapan Tenaga Kera Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010 -2020. Dalam 

penelitiannya penyerapan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh PDRB, UMK dan IPM. 

Dimanaa PDRB secara parcial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. IPM berpengaruh  positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, 

UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari peran manusia dalam mengelolanya.  

Manusia berperan sebagai tenaga kerja, pelaku pembangunan, dan konsumen dari 

hasil pembangunan tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi dinegara berkembang 

bisa diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan 

kerja. Pendekatan p ertumbuhan ekonomi dilakukan dibeberapa  daerah dalam 

mengembangkan  sektor-sektor ekonomi daerah yang  bisa diharapkan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja.  Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha guna 

meningkatkan kesejahteraan bangsa yang diukur me lalui tinggi rendahnya penyerapan 

tenaga kerja. Apabila perekonomian didaerah itu tinggi, maka tercipta pasar tenaga kerja 

yang tinggi juga. (Muslihatinningsih et al., 2020). Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang di Asia yang mempunyai masalah k etenagakerjaan. Masalah kependudukan 

indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar dan taraf pertumbuhannya  yang  tinggi  

serta tingkat  persebaran penduduk tidak  merata. Laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang besar sehing ga menyebabkan jumlah 

tenaga kerja yang terus meningkat tetapi kesempatan kerja yang terbatas. Apabila 

dikaitkan dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia mestinya menjadi potensi dan 

peluang besar dalam pembangunan nasional. Masalah ketenagakerjaan terus me ngalami 

kegagalan penciptaan lapangan kerja. Angka pengangguran berkembang pesat terutama 

disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja (Tarman et al., 2022). 

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah  
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sebab wilayah  Indonesia  terdiri  atas provinsi -provinsi,  Kabupaten/kota.  

Kegiatan pembangunan direncanakan dan dilaksanakan harus mampu menyentuh 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari pembangunan ialah untuk meningkatkan 

ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok meningkatnya 

standar hidup (pe ndapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan).  Faktor  tenaga kerja  

bagian  dari  SDM  pada masa pembangunan nasional di  Indonesia.  Pemanfaatan  jumlah  

angkatan  kerja  tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan 

nasional (Safri et al., 2018). Provinsi Jawa Timur salah satu pusat pertumbuhan ekonomi 

yang ada di Indonesia, artinya sebagian besar aktivitas perekonomian terjadi di Provinsi 

Jawa Timur. Hal itu karena provinsi  Jawa  Timur  memiliki  kemajuan  dari  sisi nilai  

ekonomi berupa infrastruktur dan sumber daya lokal sehingga mendorong pembangunan 

ekonomi. (Muslihatinningsih et al., 2020). Luas wilayahnya adalah 47.963 km dengan 

penduduk terbanyak kedua  se Indonesia setelah Jawa Barat dan memiliki 38 

Kabupaten/Kota.  Kondisi penduduk  yang bekerja di Provinsi  Jawa  Timur  dari tahun 

2015-2023 mengalami peningkatan yang signifikan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamb ar 1 .1 Data Upah Minium dan Jumlah Penduduk yang Bekerja  

Menurut teori Adam Smith UMK berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga 

kerja karena kenaikan tingkat upah akan manikkan biaya produksi perusahaan yang 

pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Kenaikan harga 

barang menyebabkan pem beli berkurang, berkurangnya produksi  ini  akan mengakibatkan  

menurunnya  permintaan  tenaga kerja.  Karena  jika tingkat  upah naik,  pengusaha akan  

mengganti  tenaga kerja dengan teknologi padat modal sehingga permintaan tenaga kerja 

menurun, hal ini akan mengurangi penyerapan  tenaga kerja. Sebaliknya,  jika  tingkat 

upah menurun maka  penyerapan tenaga  kerja  meningkat.  Tetapi  kondisi  riil  di Provinsi  

Jawa  Timur  menurut Data  BPS  menunjukkan  keadaan UMK  dari  tahun 2015-2023 
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mengalami  kenaikan  tetapi penyerapan tenaga kerja menurut data BPS juga mengalami 

kenaikan dari tahun 2015-2023. 

 

2.  KAJIAN PUSTAKA  

2.1.1.  Permintaan  Tenaga  Kerja  

Permintaan tenaga kerja merupakan seberapa lapangan usaha dapat memperkerjakan 

tenaga kerja dengan  tingkat  upah disuatu  periode tertentu.  kenaikan  permintaan  

konsumen akan barang  yang  diproduksi  dapat  mempengaruhi  kenaikan  terhadap 

permintaan  tenaga kerja.  Permintaan tenaga kerja adalah hubungan upah dan jumlah 

pekerja yang digunakan pegusaha guna dipekerjakan sehingga permintaan tenaga kerja 

dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pengusaha pada setiap 

kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu harga tenaga kerja (upah) ditentukan 

oleh permintaaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara  teoritis para 

pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi  mereka dalam 

produksi  barang dan jasa.  kenaikan  jumlah  penduduk akan menaikkan tingkat upah. Hal 

ini akan menyebabkan tingkat upah menurun akibat bertambahnya jumlah penduduk 

yang meningkat. Sebaliknya tingkat upah akan meningkat  jika  penawaran tenaga kerja 

menurun. Dengan  demikian,  kenaikan  upah kenaikan tingkat upah akan manikkan biaya 

produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang 

produksi. Kenaikan harga barang menyebabkan pembeli berkurang, berkurangnya 

produksi ini akan mengakibatkan menurunnya permintaan t enaga kerja. Karena jika 

tingkat upah naik, pengusaha akan mengganti tenaga kerja dengan teknologi padat 

modal sehingga permintaa n tenaga kerja menurun, hal ini akan mengurangi penyerapan 

tenaga kerja.  Sebaliknya,  jika  tingkat  upah menurun maka  penyerapan tenaga kerja 

meningkat(Krismunita et al., 2023).  

2.1.2.  Hukum  Okun  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  

Produk Domestik  Regional Bruto adalah sejumlah nilai tambah produksi yang 

ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan usahanya  di 

suatu daerah atau regional (Lube  et al.,  2021). Hukum  Okun  (Okun’s law ) yang 

dikemukakan  oleh Athur Melvin Okun (1962).  

 



Jurnal Ekuilibrium, Vol 9 (2), 2025 59 

 

 

Gambar  2.2 Kurva  Hukum  Okun (Sumber: Mankiw, 2006) 

 

Pada Gambar 2.2 menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, hal ini terbukti dilihat dari garis titik 

sebaran tiap pengamatan serta kurvanya berslope negatif. Hal ini menunjukkan 

apabila pertumbuhan PDB meningkat maka akan menurunkan Tingkat pengangguran 

di negara berkembang dan sebaliknya jika GDP rill menurun akan meningkatkan 

pengangguran  menyebutkan terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja, Dimana jika terjadi kenaikan PDRB 

disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja didaerah tersebut juga akan mengalami  

kenaikan.  Ha  ini  sejalan dengan penelitian  yang dilakukan  oleh (N anik Istiyani, 2022) 

dimana meningkatnya PDRB disuatu daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. Hal ini akan berdampak terhadap kesempatan tenaga kerja yang meningkat. 

Dapat dikatakan bahwa meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah 

tenaga ker ja. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah output dengan penyerapan 

tenaga kerja yakni jika terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu 

Perusahaan maka Perusahaan tersebut akan cenderung meningkatkan jumlah tenaga 

kerja untuk memenuhi kebutuh an tersebut.  Sebaliknya,  jika  PDRB  mengalami  

penurunan maka  jumlah  tenaga kerja ikut mengalami penurunan.  

2.1.3.  Human  Capital  

Teori human capital berpendapat jika modal manusia faktor penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi 

diyakini  juga  akan lebih baik.  Kualitas  modal manusia  ini  bisa dilihat  dari  Tingkat 

Pendidikan, Kesehatan, ataupun indikator -indikator lainnya untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan Pembangunan manusia ( Ratnasari et al., 

2019). Teori  human capital yang  dikembangkan  oleh Becker  (1992) berpendapat 

bahwa meningkatkan produktivitas manusia. Pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas SDM, yang ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan individu, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan 

produktivitas kerja . Peningkatan produktivitas kerja dapat mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja (Silvia & Susilowati, 2023).  

Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting karena kualitas sumber daya  

manusia  akan memengaruhi Tingkat  produktivitas  kerja,  sehingga tingginya sumber 

daya manusia yang bermutu aksesbilitas dalam penyerapan tenaga kerja tinggi. 

Pembangunan manusia ialah suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak 

kepada penduduk melalui upaya -upaya pemberdayaan yang mengutamakan 
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peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di 

segala bidang Pembangunan ( United Nation Development Programme, UNDP) . Arti 

penting manusia  dalam Pembangunan adalah manusia dipandang  sebagai subyek 

Pembangunan  yang  artinya  Pembangunan  dilakukan  bertujuan  untuk  kepentingan  

manusia  atau Masyarakat.  UNDP  telah menerbitkan suatu indicator yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan Pembangunan dan 

kesejahteraan suatu negara.  

IPM suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang 

dilihat Berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life 

expectancy at birth) , angka melek huruf ( literacy rate) dan rata -rata lama sekolah 

(mean years of schooling ),  dan kemampuan  daya beli (purchasing  power parity) . 

Indikator  angka harapan hidup mengukur Kesehatan, indikator angka melek huruf 

penduduk dewasa dan rata -rata lama sekolah mengukur Pendidikan dan terakhir  

indikator daya  beli mengukur  standar  hidup.  Ketiga  indikator  tersebut saling  

mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor -faktor lain 

seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, 

infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga 

unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan 

keberhasilan Pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh ( Bagas, 2022) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif  dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja . Apabila IPM mengalami peningkatan  

maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat  

 

3.  METODE  

3.1.  Data  

Jenis penelitian ini adalah explanatory research yaitu metode penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Jenis penelitian explanatory 

merupakan jenis penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, pola hubungan, 

dan besar hubungan antara dua variabel atau lebih(Ismail :48). Dalam hal ini guna 

mengetahui adanya pengaruh variabel UMK, PDRB dan IPM terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Pr ovinsi  Jawa  Timur  tahun 2015-2023. Jenis  data dalam penelitian  ini  

adalah sekunder. Data sekunder yakni  data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya, maka data yang diperoleh  dengan menata dan menyalin  data yang  

telah dikumpulkan  oleh instansi  yang  telah tersusun  dan siap diolah.  Sumber  data ini  

berasal dari  Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Timur.  Data yang digunakan adalah periode 

tahun 2015 -2023 berupa data runtut (time series) . 
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3.2.  Teknik Analisis  

Model ini mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, karakteristikmasing -

masing individu  adalah  berbeda. Hanya  saja,  dalam REM  perbedaan tersebut 

dicerminkan  oleh error dari model. Panel persamaan model dengan menggunakan data 

cross section dapat ditulis sebagai berikut (Savitri et al., 2021:97)  

 

PTK it =  β0 +  β1UMK it +  β2PDRBit  +  β3IPM it +  еit 

Keterangan:  

TK  =  Penyerapan  Tenaga  Kerja  

β1,β2, β3 = Koefisien  
β0 =  Konstanta  

UMK  = Upah Minimum Kabupaten/kota  

PDRB  =  Produk  Domestik  Regional  Bruto  

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia  

i =  34 Kabupaten/kota  

t =  waktu  (2015-2023) 

e =  Eror  Term  (Faktor Kesalahan)  

 

4.  HASIL DAN DISKUSI  

1.  Uji  Chow  

Uji Chow dilakukan untuk  mencari model terbaik yang dapat digunakan dalam 

penelitian  ini.  Model terbaik  antara  common effect model dan fixed effect model. 

Hasil  Uji dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel  4.1 Uji  Chow 

Statistic  d.f Prob Effect  Test  

1917.368932 (33.269) 0.0000 Cross -section F  

1672.212813 33 0.0000 Cross -section 

Chi -square 

Sumber:  Data  BPS diolah,  2023 
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Pada lampiran diatas bahwa hasil  uji chow menunjukkan probabilitas Cross -section 

F sebesar 0,0000 dan kurang  dari  0,05 yang  artinya  H0 ditolak  dan H1 diterimaa,  

sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effext Model  

2.  Uji  Hausman  

Uji  Hausman  yang  juga bertujuan  untuk  memilih  model terbaik  antara  fixed effect 

model 

dan random effect model. Hasil  uji  hausman pada penelitian  ini  sebagai berikut  : 

Tabel  4.2 Uji  Hausman  

Test  Summary  Chi -Sq. 
Statistic  

Chi -Sq.  d.f.  Prob.  

Cross -section  

random  

5.995775 3 0.1118 

Sumber:  Data  BPS diolah,  2023 

Berdasarkan  tabel diatas  hasil  estimasi  Uji  Hausman  diperoleh nilai  probabilitas  sebesar 

0.1118 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi -square lebih 

besar dari nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga H 0 diterima dan H 1 ditolak 

dengan begitu model terbaik adalah Random effect model . 

3.  Uji  Lagrange  Multiplier  

Hasil Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dilakukan apakah model 

common effect model dan fixed effect model terpilih setelah random effect model yang 

merupakan model terbaik dalam penelitian ini.  

Tabel  4.3 Uji  Lagrange Multiplier  

  Test  

Hypothesis  

 

 Cross -section Time  Both  

Breusch -

Pagan  

34.34708 -2.023566 22.85617 

 (0.0000) (0.9785) (0.0000) 

Berdasarkan hasil estimasi dengan  Uji Lagrange Multiplier didapat bahwa nilai 

probabilitas Breusch -Pagan sebesar 0,0000 yang berarti H 0 ditolak dan H 1 diterima. 

Maka model yang terpilih dalam Uji Lagrange Multiplier adalah r andom effect model. 

Berdasarkan hasil uji Chow, hausman dan uji  LM maka  model yang terbaik dalam 

penelitian ini adalah REM.  

4.  Estimasi  Model  Regresi  Panel  dengan  Random  Effect  

Tabel  4.6 Hasil  Regresi  Data  Panel 

(Sumber:  Peniliti , diolah)  
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Variabel  Coefficient Std.  Error  t-Statistic  Prob.  
C  -918105.069071 153341.4 -5.987325 0.0000 
Log  UMK  62889.69 17248.16 3.646167 0.0003 

     
Log  PDRB  5039.279 8069.352 0.624496 0.5328 
IPM  76.83919 20.35285 3.775354 0.0002 

Berdasarkan  tabel hasil  diatas  Random  Effect  model dapat  dituliskan  bentuk 

persamaan sebagai berikut:  

y=  -918105.069071+62889.6928624 LOG(UMK)  +  5039.27863009LOG(PDRB)

 + 76.8391944462 IPM  

a. Nilai  koefisien variabel  UMK  sebesar 62889.6928624 rupiah,  jika  nilai  variabel  

konstanta dan variabel UMK mengalami peningkatan 1%, maka variabel PTK akan 

mengalami peningkatan sebesar 62889.6928624 rupiah. begitpun sebaliknya, jika 

nilai variabel lain konstan  dan variabel  UMK  mengalami  penurunan 1% maka 

variabel  PTK  akan mengalami penurunan sebesar 62889.6928624 rupiah  

b. Nilai koefisien variabel PDRB sebesar  5039.27863009 rupiah, jika nilai variabel lain 

konstan dan variabel PDRB mengalami peningkatan 1% maka variabel PTK akan 

mengalami peningkatan sebesar 5039.27863009 rupiah. begitupun sebaliknya, jika 

nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB mengalami  penurunan 1%, maka 

variabel PTK akan mengalami penurunan sebesar 5039.27863009 rupiah  

c. Nilai koefisien variabel IPM sebesar 76.8391944462 persen, jika nilai variabel lain 

konstan dan variabel IPM mengalami peningkatan 1% maka variabel PTK akan 

mengalami  peningkatan  sebesar 76.8391944462 persen. jika  nilai  variabel  lain  konstan 

dan variabel IPM mengalami penurunan 1%, maka variabel PTK akan mengalami 

penurunan sebesar 76.8391944462 persen 

 

5.  Pembahasan  

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Provinsi Jawa Timur  

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan Random Effect 

Model (REM)  didapat adanya  pengaruh yang  signifikan antara UMK  dan penyerapan 

tenaga kerja  di Kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Timur  pada tahun  2015-2023 variabel  

UMK  memiliki  hubungan positif  terhadap variabel  penyerapan tenaga kerja.  Upah  

mampu mendorong tenaga kerja  untuk lebih produktif, dengan demikian kenaikan upah 

akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, sehingga naiknya daya beli 

akan berpengaruh pada meningkatnya produksi pada perusahaan yang mengakibatkan 

pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja  yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini 
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tidak sesuai dengan teori Adam Smith dimana ia menyatakan bahwa kenaikan upah 

kenaikan tingkat upah akan manikkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya 

akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Kenaikan harga barang 

menyebabkan pembeli berkur ang, berkurangnya produksi ini akan mengakibatkan 

menurunnya permintaan tenaga kerja. Karena jika tingkat upah naik, pengusaha akan 

mengganti tenaga kerja dengan teknologi padat modal sehingga permintaan tenaga kerja 

menurun, hal ini akan mengurangi penyer apan tenaga kerja. Sebaliknya, jika tingkat 

upah menurun maka penyerapan tenaga kerja meningkat  

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Emil (2022) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa variable UMK berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dilihat dari nilai 

Koefisien UMK sebesar 0,0 34396. Artinya setiap adanya peningkatan 1% UMK maka 

akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.034396 jiwa. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan yang dilakukan oleh Ilham (2025) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa variable UMK berpengaruh terhadap  penyerapan tenaga kerja di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Apabila UMK mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja 

juga meningkat.  

Kondisi UMK di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 -2023 menurut data Badan 

Pusat Statistik terus mengalami peningkatan dan kondisi penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 -2023 juga terus mengalami peningkatan artinya 

UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. 

Dikarenakan Upah mampu mendorong  tenaga kerja untuk  lebih produktif,  dengan 

demikian  kenaikan  upah akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, 

sehingga naiknya daya beli akan berpengaruh pada meningkatnya produksi pada 

perusahaan yang mengakibatkan pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan.  

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

di Provinsi Jawa Timur 

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan Random Effect 

Model (REM) didapat bahwa variable PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 -2023, PDRB tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015 -2023. variabel PDRB memiliki hubungan postif terhadap penye rapan 

tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Penelitian ini sejalan dengan Hukum 

Okun dimana ketika PDRB meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan 

meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan permintaan 
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tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Dan sebaliknya pabila 

PDRB menurun maka penyerapan tenaga kerja juga akan menurun. 

Penelitian ini sejalan dengan teori hukum okun dimana meningkatnya PDRB 

disuatu daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan berdampak 

terhadap kesempatan  tenaga kerja  yang meningkat.  Dapat  dikatakan  bahwa 

meningkatnya  PDRB  maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, 

hubungan antara jumlah output dengan  penyerapan tenaga kerja  yakni  jika  terjadi  

kenaikan  permintaan  output  yang  dihasilkan suatu  Perusahaan  maka  Perusahaan  

tersebut akan cenderung meningkatkan  jumlah  tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan yang  dilakukan  oleh Felber  (2021) dalam jurnal  

yang berjudul  analisis  pengaruh upah minimum  dan PDRB  terhadap penyerapan tenaga 

kerja  di Kota Bitung. Dengan hasil variabel PDRB menunjukkan koefisien sebesar 0.111 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,699 atau lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa 

terdapat pengaruh positif namun  tidak  signifikan  antara  PDRB  terhadap penyerapan 

tenaga kerja,  setiap terjadi  kenaikan PDRB  sebesar 1% maka  akan meningkatkan  

penyerapan tenaga kerja  sebesar 111 jiwa  di Kota Bitung Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Puti (2023) dimana hasil PDRB berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.  

 

 

Gambar  4.5 T eknologi industri  di Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2015-2016 

(unit). (Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, diolah)  

Kondisi  PDRB  di Provinsi  Jawa  Timur  dari  tahun 2015-2023 menurut data Badan  

Pusat Statistik terus mengalami peningkatan dan kondisi penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 -2023 juga mengalami peningkatan artinya PDRB 

berpengaruh positif terhadap  penyerapan tenaga kerja  di Provinsi  Jawa  Timur  hal ini  
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dikarenakan  di Provinsi  Jawa Timur menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang 

dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja diberbagai sektor dan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja  dikarenakan  teknologi  memungkinkan  

perusahaan untuk  menghasilkan  output  yang  lebih besardengan  menggunakan  lebih 

sedikit  tenaga kerja. Akibatnya  meskipun PDRB  atau output mengalami  peningkatan  

hal ini  tidak  serta merta menciptakan  peluang kerja  baru terutama bagi tenaga kerja 

dengan keterampilan kerja. Oleh karena itu peningkaatan produktivitas akibat otomatis 

dapat menjadi salah satu alasan mengapa penyerapan tenaga kerja menjadi minim, 

meskipun indikator ekonomi seperti PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif.  

•  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap  Penyerapan  Tenaga  

Kerja  di Provinsi Jawa Timur.  

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan Random Effect 

Model (REM) didapat bahwa variable IPM mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga  kerja  di Provinsi  Jawa  Timur  tahun 2015-2023. variabel  IPM  memiliki  

hubungan  positif terhadap variabel penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2015 -2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting 

untuk mengukur kualitas hidup penduduk, secara signifikan IPM berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerj a karen a kualitas  sumber daya manusia  yang tinggi  akan 

menciptakan  tenaga kerja  yang  lebih produktif dan  terampil.  Ketika  IPM  disuatu  

wilayah  meningkat,  hal ini  menandakan  bahwa penduduknya memiliki akses yang lebih 

baik terhadap kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas 

mereka untuk memasuki Dunia kerja, baik disektor formal maupun informal (Prayoga, 

2023) 

P enelitian ini sesuai dengan teori  human capital yang dikembangkan oleh Becker 

(1992) berpendapat bahwa meningkatkan produktivitas manusia. Pendidikan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, yang ditunjukkan oleh peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan  individu,  yang  pada gilirannya  akan mendorong 

peningkatan  produktivitas  kerja. Peningkatan produktivitas kerja dapat mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja  

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emil (2020) 

dalam hasil  penelitiannya  ditemukan IPM  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap 

penyerapan tenaga kerja dimana Berdasarkan uji t nilai probabilitas variable IPM 

adalah 0,0010 < 0,05 hal ini berarti IPM mempunyai pengaruh  signifikan terhadap 

penyerapan tenaga  kerja di Jawa  Barat. Kemudian nilai koefisien variable IPM sebesar 

2.243.871%. artinya jika terjadi 1% peningkatan  IPM  maka  akan meningkatkan  
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penyerapan tenaga kerja  sebesar 2.243.871 jiwa di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini 

searah dengan penelitian yang dilakukan  oleh Heryanto (2023) dalam hasil penelitiannya 

ditemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja dimana apabila IPM meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga mengalami 

peningkatan.  

Kondisi  di Provinsi  Jawa  Timur  dari  tahun  2015-2023 menurut data Badan  Pusat  

Statistik  bahwa Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan dari 2015 -

2023 dan kondisi  penyerapan tenaga kerja  di Provinsi  Jawa  timur  dari  tahun 2015-2023 

juga  mengalami peningkatan  hal ini  berati  apabila  indeks pembangunan manusia  

mengalami  peningkatan  maka penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan 

dikarenakan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga mampu dan lebih siap untuk 

memasuki dunia kerja.  

 

5.  SIMPULAN  

 Upah Minimum Kabupaten (UMK) memberikan pengaruh yang  signifikan dan 

bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 -

2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga  kerja  di Provinsi Jawa  Timur  

pada tahun 2015-2023. Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  memberikan pengaruh 

yang  signifikan  dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja  di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2015 -2023. 
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Abstract  

This study aims to determine the effect of life expectancy, average 

length of schooling, and real expenditure per capita on the level of female 

labor force participation in Central Java Province. The data used are 

secondary data from 2019 to 2019. The data  analysis method used in this 

study is the panel data regression method with the Fixed Effect Model 

(FEM) approach. The results of this study indicate that life expectancy 

has a positive and significant effect on the level of female labor force 

participati on in Central Java. The variables of average length of schooling 

and real expenditure per capita have a negative and insignificant effect 

on the level of female labor force participation in Central Java.  
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 Kata Kunci: Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Perempuan, 

Angka Harapan Hidup, Rata -rata 

Lama Sekolah, Pengeluaran Riil 

per Kapita  

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh angka 

harapan hidup, rata -rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi 

Jawa Tengah. Data yang digunakan merupakan data sekunder selama 

tahun 2019 hingga  2019. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode regresi data panel dangan pendekatan 

Fixed Effect Model  (FEM).  Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa 

Tengah. Variabel rata -rata lama sekolah dan pengeluaran riil per 

kapita berpengaruh negatif da n tidak signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah.  
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1.  PENDAHULUAN  

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk membentuk perekonomian yang 

lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. 

Dalam prosesnya, kontribusi tenaga kerja memiliki dampak besar terhadap kelangsungan 

pembangunan ekonomi  di sebuah negara. Seperti halnya laki -laki, perempuan juga 

memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan. Dalam 

konteks pembangunan nasional partisipasi angkatan kerja perempuan adalah hal yang 

harus diperhitungkan, sebab keberadaan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan 

salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan (Anwar et al ., 2018).  

Kondisi TPAK perempuan di pulau Jawa pada tahun 2019 -2023 sudah 

mengalami perkembangan disetiap tahunnya. Pada periode tersebut, TPAK perempuan 

tertinggi di Pulau Jawa diduduki oleh provinsi DI Yogyakarta, yang selanjutnya disusul 

oleh provinsi Jawa Tengah.  Sedangkan TPAK perempuan dengan tingkat terendah d i 

Pulau Jawa diduduki oleh provinsi Banten. Di Pulau Jawa khususnya, Jawa Tengah 

merupakan satu -satunya provinsi yang menunjukkan tren baik karena memiliki jumlah 

TPAK perempuan yang selalu meningkat dis etiap tahunnya pada lima tahun terakhir. 

Hal tersebut mencerminkan bahwa perempuan di provinsi Jawa Tengah sudah banyak 

yang terjun dalam pasar tenaga kerja. Jika dilihat dari segi ekonomi, tentunya bagus 

untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyara katnya juga ikut meningkat.  

 

 
Gambar 1. TPAK Perempuan di Pulau Jawa Tahun 2019 -2023 (%)  

(Sumber: BPS, 2024)  

 

Dari berbagai faktor -faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut 

United Nations Development Programme  (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan manusia (Budihardjo, 2020). Pengukuran IPM dibagi menjadi tiga 
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indikator, yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata -rata lama sekolah, serta 

pengeluaran riil perkapita.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penilitian ini berguna 

untuk mengetahui faktor -faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan TPAK 

perempuan di Jawa Tengah. Guna menjadi acuan dalam membuat kebijakan agar 

mencapai tujuan meman faatkan potensi sumber daya manusia secara maksimal sehingga 

tidak terdapat ketimpangan terlalu jauh dengan TPAK laki -laki, mengurangi adanya 

kesenjangan gender, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi 

Jawa Tengah.  

 

2.  KAJIAN PUSTAKA  

Teori Human Capital dikembangkan oleh seorang ekonom peraih Nobel Ekonomi 

berkebangsaan Amerika pada tahun 1960 -an yang bernama Gary Becker. Teori human 

capital menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan dapat 

meningkatkan produk tivitas individu dalam pasar tenaga kerja. Teori ini berpandangan 

bahwa modal manusia yang dimiliki oleh seorang pekerja, seperti keterampilan dan 

pengetahuan, merupakan aspek yang penting dalam meningkatan produktivitas tenaga 

kerja dan pertumbuhan ekonom i (Becker , 1964:15). Dalam konteks partisipasi angkatan 

kerja perempuan, investasi dalam human capital memiliki peran yang sangat penting 

karena mempengaruhi keputusan perempuan untuk masuk ke pasar kerja dan 

mempertahankan karir mereka.  Teori human capital menyediakan kerangka untuk 

memahami hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan partisipasi 

angkatan kerja, terutama perempuan. Peningkatan dalam komponen IPM yang terdiri 

dari pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan hum an capital individ u. Hal 

tersebut, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas yang akan mendorong 

partisipasi yang lebih tinggi dalam angkatan kerja khususnya perempuan.  

Selain itu, penelitian ini didukung Teori Added Worker Effect  (AWE) yang 

dikembangkan oleh Woytinsky dan Humphrey pada tahun 1940 merupakan salah satu 

teori penting dalam ekonomi ketenagakerjaan. Teori ini dikenalkan pasca terjadinya 

depresi besar pada perekonomian Amerika Serikat, dan setelah itu kajian tentang AWE  

banyak digunakan diberbagai wilayah baik negara maju maupun negara berkembang 

yang sedang mengalami resesi ekonomi. Added Worker Effect  (AWE) merupakan situasi 

dimana satu orang anggota keluarga  kehilangan pekerjaan, terutama terjadi pada kepala 

keluarga sebagai pencari nafkah utama, sehingga mendorong anggota keluarga yang lain 

(terutama istri) untuk mencari pekerjaan dalam upaya menutupi kehilangan penghasilan 

agar dapat mencukupi tingkat penge luaran rumah tangga (Woytinsky, 1940). Hal 
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tersebut mengakibatkan naiknya partisipasi angkatan kerja perempuan karena istri 

harus bekerja untuk menggantikan suami yang kehilangan pekerjaan tersebut.  

 

3.  METODE  

3.1.  Data  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

explanatory research . Explanatory research  juga dikenal sebagai penelitian penjelasan 

atau penelitian kasual, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan 

untukmenjelaskan hubungan sebab -akibat antara variabel -variabel yang diteliti (Fitriah 

AR, 2020).  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder . 

Pada penelitian ini menggunakan data Angka Harapan Hidup, Rata -rata Lama Sekolah, 

Pengeluaran Riil per Kapita dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

perempuan provinsi Jawa Tengah tahun 2019 -2023, yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik.  

 

3.2.  Teknik Analisis  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Menurut 

Gujarati dan Porter data panel adalah data yang terdiri dari dua bagian yaitu data 

kurun waktu (time -series) dan data deret lintang (cross -section) (Budihardjo, 2021). 

Pada penel itian ini, data time series yang digunakan adalah data tahunan selama lima 

tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dan data cross section terdiri dari 29 

kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah yang menjadi objek penelitian. Adapun model 

yang akan dies timasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

𝑇𝑃𝐴𝐾𝑃𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐻𝐻𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐿𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan:  

TPAKP   : Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan  

𝐴𝐻𝐻𝑖𝑡  : Angka harapan hidup provinsi i pada tahun t 

𝑅𝐿𝑆𝑖𝑡   : Rata -rata lama sekolah provinsi i pada tahun t 

𝑃𝑃𝑖𝑡   : Pengeluaran rill per kapita provinsi i pada tahun t 

i   : Cross Section (Provinsi)  

t   : Time Series (Tahun)  

𝛽0   : Konstanta  

𝛽1𝛽2𝛽3  : Koefisien regresi pada masing -masing variabel independen  

𝜀  : Komponen error  
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4.  HASIL DAN DISKUSI  

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -483.2296 146.4362 -3.299933 0.0012 

AHH 7.149951 2.057201 3.475572 0.0007 
RLS -0.711800 1.534462 -0.463876 0.6435 
PP -0.000294 0.001198 -0.245414 0.8065 

     
       Sumber: output eviews 10  

Berdasarkan tabel 1, hasil analisis data menggunakan fixed model effect 

menghasilkan persamaan sebagai berikut : 

 

TPAKP = -483,2296 + 7,149951AHH -0,711800RLS -0,000294PP  

 

Interpretasi dari hasil estimasi regresi data panel dengan fixed model effect tersebut 

yakni:  

1. Nilai konstanta pada penelitian ini sebesar -483,2296 menjelaskan bahwa apabila 

angka harapan hidup, rata -rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita 

bernilai tetap atau konstan, maka TPAKP akan menurun sebesar 483,2296%.  

2. Nilai koefisien variabel angka harapan hidup sebesar 7,149951 menunjukkan 

apabila nilai angka harapan hidup meningkat 1 tahun maka TPAKP naik sebesar 

7,149951% dengan asumsi rata -rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita 

dianggap konstan.  

3. Nilai koefisien variabel rata -rata lama sekolah sebesar -0,711800 menjelaskan jika 

rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan 1 tahun maka TPAKP akan turun 

sebesar 0,711800% dengan asumsi angka harapan hidup dan pengeluaran riil 

perkapita dianggap konstan.  

4. Nilai koefisien variabel pengeluaraan riil perkapita sebesar -0,000294 

menunjukkan jika nilai pengeluaraan riil perkapita meningkat 1 ribu rupiah maka 

nilai TPAKP menurun sebesar 0,000294% dengan asumsi angka harapan hidup 

dan rata -rata lama sekolah diangg ap konstan.  

Hasil penelitian sesuai dengan teori human capital yang menyatakan kesehatan 

dapat meningkatkan produktivitas individu dalam pasar tenaga kerja . Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Adiansyah (2021) yang menemukan bahwa meningkatnya 

angka harapan hidup perempuan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, 

dan Brunei Darussalam akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Kabupaten/kota  
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di Jawa Tengah pada periode 2019 -2023 memiliki  angka harapan hidup yang tinggi, 

sehingga rata-rata durasi partisipasi dalam angkatan kerja juga lebih panjang, dengan 

proporsi penduduk usia 55 -64 tahun yang masih aktif bekerja lebih tinggi dibandingkan 

di wilayah dengan angka harapan hidup yang lebih rendah.  

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori human capital  yang dikembangkan  oleh 

Gery Becker yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat 

meningkatkan produktivitas individu dalam pasar tenaga kerja.  Namun, penelitian ini 

didukung oleh Surbakti & Hasan (2023) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan 

yang diukur melalui rata -rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 -2019. 

Angkatan kerja perempuan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 -2023 banyak 

bekerja pada indust ri pengolahan. Sebagian besar pekerjaan industri ini  tidak 

memerlukan pendidikan formal yang tinggi, melainkan lebih mengandalkan 

keterampilan teknis yang dapat dipelajari melalui pelatihan singkat atau on-the-job 

training . Hal tersebut membuat industri pengolahan ini memiliki kecenderungan untuk 

menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang relatif rendah hingga 

menengah. Akibatnya, individu yang telah mengikuti pelatihan tetapi tidak mengenyam 

pendidikan formal akan sama produkti vitas nya dengan  mereka yang telah mengenyam 

pendidikan formal (Pamungkas, 2022).  

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Added Worker Effect (AWE) yang 

dikembangkan oleh Woytinsky  dan Humphrey . Namun, didukung oleh penelitian 

Ariansyah & Satria (2024) menyatakan pengeluaran per kapita wanita tidak 

berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja wanita . Ketika pengeluaran per kapita 

perempuan sudah mencukupi kebutuhan dasar dan konsumtif, perempuan tidak 

merasakan dorongan ekonomi yang kuat untuk bekerja. Dalam banyak kasus, jika 

anggota keluarga lain (seperti suami atau orang tua) suda h memenuhi kebutuhan rumah 

tangga, perempuan merasa tidak perlu menambah pendapatan keluarga melalui 

pekerjaan di luar rumah (Ariansyah & Satria, 2024) . Keadaan tersebut sesuai dengan 

faktor sosial budaya Jawa Tengah, perempuan memiliki kecenderungan untuk tidak 

berpartisipasi dalam angkatan kerja setelah menikah atau memiliki anak.  

 

5.  SIMPULAN  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  Angka harapan hidup (AHH) 

perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan (TPAKP)  Jawa Tengah . Pemerintah diharapkan dapat membuat 
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kebijakan terkait peningkatan angka harapan hidup perempuan dengan memperbaiki 

fasilitas kesehatan, selain itu perlu untuk memperhatikan angka kelahiran guna 

meningkatkan partisipasi angkatan kerja.  

Rata -rata lama sekolah (RLS) perempuan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP)  Jawa 

Tengah . Dalam bidang pendidikan yang harus diupayakan adalah mendorong 

masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan minimal SMA atau SMK, dan 

memberikan bekal keterampilan agar setelah tamat sekolah siap untuk terjun ke pasar 

tenaga kerja.  

Pengeluaran riil per kapita perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP)  Jawa Tengah . Adanya 

regulasi yang menjamin cuti keluarga, pengaturan kerja yang fleksibel, dan perlindungan 

terhadap diskriminasi berbasis kehamilan atau pengasuhan dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih ramah terhadap perempuan dengan tanggung jawab 

keluarga, m emungkinkan mereka untuk tetap di angkatan kerja.  
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Abstract  

Monetary policy plays an important role in 

maintaining economic stability in ASEAN -5. Inflation 

expectations, government debt, and GDP growth are the 

main factors that influence the direction of monetary 

policy. Based on the theory of rational expectations , the 

inflation expectations that are formed affect the 

effectiveness of monetary policy. This study aims to 

analyze the development and influence of these three 

variables on monetary policy in ASEAN -5 using the 

Panel Least Square (PLS) method. The results  show that 

inflation expectations and GDP have a significant 

positive impact on monetary policy. Increasing inflation 

encourages policy tightening, while GDP growth provides 

room for stabilization. However, a slowdown in GDP can 

encourage policy easing to maintain economic stability.  
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Abstrak  

Kebijakan moneter berperan penting dalam 

menjaga stabilitas ekonomi di ASEAN -5. Ekspektasi 

inflasi, utang pemerintah, dan pertumbuhan GDP 

menjadi faktor utama yang memengaruhi arah 

kebijakan moneter. Berdasarkan teori ekspektasi 

rasional, ekspektasi inflasi yang terbentuk 

memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan 

pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kebijakan 

moneter di ASEAN -5 menggunakan metode Panel 

Least Square (PLS). Hasilnya menunjukkan bahwa 
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ekspektasi inflasi dan GDP berdampak positif 

signifikan terhadap kebijakan moneter. Peningkatan 

inflasi mendorong pengetatan kebijakan, sementara 

pertumbuhan GDP memberi ruang untuk stabilisasi. 

Namun, perlambatan GDP dapat mendorong 

pelonggaran kebijakan guna menjaga stabilitas 

ekonomi. 

 

 

1.  PENDAHULUAN  

Kebijakan moneter berperan penting dalam mengatur perekonomian makro pada sistem 

ekonomi terbuka, dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong 

pembangunan melalui pengaruhnya terhadap berbagai variabel ekonomi (Srithilat & G. 

Sun, 2017). Pengaruh kebijakan moneter terhadap pembangunan ekonomi dan perubahan 

aktivitas ekonomi agregat sangat bergantung pada perumusan kebijakan tersebut serta 

independensi bank sentral dalam menentukan instrumen mone ter yang tepat untuk 

mencapai sasaran makroekonomi (Alvinasab, 2016). Suku bunga merupakan salah satu 

instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk mengatur 

stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap 

permintaan agregat. Penyesuaian suku bunga dapat memengaruhi perilaku konsumsi dan 

investasi, serta arus modal dan nilai tukar, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi 

dan output (Ghazali dan Ismail, 2019). Namun, kebijakan moneter tidak dapat d ijalankan 

secara terpisah dari dinamika makroekonomi yang lebih luas, terutama terkait dengan 

utang pemerintah dan ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang tinggi dapat melemahkan 

efektivitas transmisi kebijakan moneter karena pelaku ekonomi mulai merag ukan 

komitmen bank sentral terhadap stabilitas harga (Wulandari, 2022), sedangkan 

peningkatan rasio utang pemerintah dapat membatasi ruang gerak bank sentral dalam 

menaikkan suku bunga karena berpotensi meningkatkan beban bunga utang dan 

menimbulkan konfli k antara kebijakan fiskal dan moneter (Rahman & Aziz, 2021). Oleh 

sebab itu, dalam konteks kebijakan suku bunga, penting untuk mempertimbangkan 

kondisi fiskal dan psikologi pasar terhadap prospek inflasi. Oleh karena itu, rumusan 

masalahnya adalah pertama,  bagaimana perkembangan ekspektasi inflasi, utang 

pemerintah, GDP dan kebijakan moneter di ASEAN -5? Kedua, bagaimana hubungan 

ekspektasi inflasi, utang pemerintah dan GDP terhadap kebijakan moneter di ASEAN -5? 

Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetah ui perkembangan ekspektasi inflasi, 

utang pemerintah dan GDP di ASEAN -5 dan untuk menganalisis hubungan antara 

ekspektasi inflasi dengan kebijakan moneter, utang pemerintah dengan kebijakan 
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moneter, dan GDP dengan kebijakan moneter di ASEAN -5.  

 

2.  KAJIAN PUSTAKA  

Teori Fisher Effect dan Ekspektasi Inflasi  

Konsep keterkaitan antara inflasi dan suku bunga dijelaskan dalam Fisher Effect, yang 

dikembangkan oleh Fisher (1930). Fisher menyatakan bahwa terdapat hubungan jangka 

panjang antara tingkat inflasi yang diharapkan dan suku bunga nominal. Hipotesis 

Fisher menyatakan bahwa perubahan dalam ekspektasi inflasi akan tercermin secara 

proporsional dalam perubahan suku bunga nominal, sementara suku bunga riil tetap 

konstan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa bank sentral, dalam 

menetapkan suku bunga nom inal, harus mempertimbangkan proyeksi inflasi masa 

depan. Fisher menambahkan bahwa karena adanya money illusion, pelaku ekonomi tidak 

selalu membedakan antara variabel nominal dan riil, terutama dalam jangka pendek. 

Oleh karena itu, suku bunga tidak selalu  secara langsung mencerminkan ekspektasi 

inflasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang hubungan tersebut menjadi 

lebih kuat dan stabil (Fisher, 1930; Granville & Mallick, 2004). Fisher (1930) 

menyatakan bahwa pergerakan suku bunga nominal dipeng aruhi oleh inflasi yang 

diharapkan. Dalam kerangka ini, suku bunga nominal mencerminkan penjumlahan 

antara suku bunga riil dan ekspektasi inflasi. Secara matematis, hubungan tersebut 

dirumuskan sebagai:  

i = r + πe........... ( 1)  

di mana i adalah suku bunga nominal, r adalah suku bunga riil, dan πe adalah ekspektasi 

inflasi. Dengan mereformulasikan persamaan tersebut, maka ekspektasi inflasi dapat 

dihitung dengan mengurangkan suku bunga riil dari suku bunga nominal:  

πe = i – r ............ (2)  

 

Teori Ekspektasi Inflasi dalam Perspektif New Keynesian  

Dalam pendekatan ekonomi New Keynesian, ekspektasi inflasi memegang peranan 

penting dalam menentukan dinamika harga dan output dalam jangka pendek . Model 

New Keynesian mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi secara 

forward-looking, artinya mereka memperkirakan inflasi masa depan berdasarkan 

informasi yang tersedia saat ini (Gali, 2008). Ekspektasi inflasi menjadi krusial karena 

memengaruhi keputusan rumah tangga dan perusahaan, termasuk dalam penetapan 

harga dan upah (Clarida, Galí, & Gertler, 1999). Dalam model Phillips Curve versi New 

Keynesian, inflasi saat ini merupakan fungsi dari ekspektasi inflasi masa depan dan 
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output gap. Ini dikenal sebagai New Keynesian Phillips Curve (NKPC).  

 

Teori Dominasi Fiskal  

Dalam kerangka ini, dominasi fiskal terjadi ketika otoritas fiskal secara aktif menetapkan 

kebijakan belanja dan perpajakan tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal jangka 

panjang, seperti keberlanjutan utang publik (Leeper, 1991). Sebaliknya, otoritas monete r 

bersikap pasif dan menyesuaikan kebijakan moneternya, termasuk pengaturan suku 

bunga, untuk mengakomodasi kebutuhan fiskal, seperti pembiayaan defisit (Leeper, 

1991; Woodford, 2001). Dalam situasi seperti ini, bank sentral kehilangan 

independensinya kare na suku bunga tidak lagi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, 

melainkan untuk mendukung kebijakan fiskal, terutama dalam menjaga nilai riil utang 

pemerintah (Cochrane, 1998). Hal ini menyebabkan efektivitas kebijakan moneter dalam 

mengendalikan inflas i menjadi terbatas, karena ekspektasi inflasi tidak dapat diredam 

secara optimal selama terdapat ketidakpastian terhadap konsistensi kebijakan fiskal 

(Bianchi & Melosi, 2017). Stabilitas harga lebih ditentukan oleh kemampuan pemerintah 

dalam menjaga kredib ilitas kebijakan fiskal dan memastikan keberlanjutan pengelolaan 

utang (Leeper, 2016).  

 

Teori Utang Pemerintah  

Hyman (2010) mengatakan jika otoritas pemerintah negara bagian dan lokal harus 

memperhatikan upaya minimalisasi beban bunga atas hutang dan dengan risiko gagal 

bayar. Argumennya adalah bahwa ketidakmampuan untuk mengelola utang dengan 

bijak dapat mengakiba tkan tekanan fiskal yang serius, yang pada gilirannya 

memengaruhi stabilitas fiskal jangka panjang. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya 

pengawasan yang ketat terhadap penerbitan obligasi dan strategi alokasi sumber daya, 

untuk memastikan bahwa pendanaa n melalui utang memberikan manfaat ekonomi yang 

lebih besar daripada biayanya. Pemerintah pemerintah harus mengevaluasi implikasi 

jangka panjang dari kebijakan utang terhadap generasi mendatang, baik dalam hal 

dampak ekonomi maupun distribusi keadilan fisk al. 

 

Kebijakan Moneter  

Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut (siklus) yang pada 

periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. 

Untuk mengelola dan memengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat 

berlangsung dengan baik  dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya 

melakukan langkah -langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro (Warjiyo, 
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2003). Mankiw (2009) menjelaskan bahwa dalam model IS -LM, keseimbangan ekonomi 

jangka pendek ditentukan oleh interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kurva IS 

menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan output, yang 

mencerminkan keseimb angan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan 

hubungan positif antara suku bunga dan output untuk mempertahankan keseimbangan 

di pasar uang. Mishkin (2015) menegaskan bahwa pergeseran kurva IS maupun LM 

dapat menggambarkan respons ekonomi terhadap perubahan dalam pengeluaran 

pemerintah, perpajakan, maupun penawaran uang.  

 

Gambar 1 . Kurva IS  

Sumber: Mankiw (2016)  

 

Implikasi dari pergeseran kurva IS ini adalah bahwa kebijakan atau kejadian yang 

memengaruhi permintaan agregat dapat menyebabkan perubahan keseimbangan 

makroekonomi, terutama dalam hal output dan tingkat bunga. Dalam konteks penelitian 

ini, peningkatan ut ang pemerintah sebagai akibat dari kebijakan fiskal ekspansif dapat 

menjadi salah satu penyebab pergeseran kurva IS ke kanan, yang pada akhirnya 

berdampak pada efektivitas kebijakan moneter dan kredibilitas bank sentral di negara -

negara ASEAN.  

 
Gambar 2 . Kurva LM  
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Sumber: Mankiw (2016)  

 

Hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar permintaan uang untuk transaksi, yang 

pada akhirnya akan mendorong kenaikan suku bunga. Sebaliknya, saat pendapatan 

turun, kebutuhan ua ng juga menurun sehingga suku bunga ikut menyesuaikan turun. 

Kurva LM ini sangat penting untuk menganalisis respons kebijakan moneter, karena 

perubahan dalam penawaran uang atau preferensi masyarakat terhadap uang dapat 

memengaruhi posisi kurva LM dan kond isi keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.  

 

3.  METODE  

Data  dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa data 

panel dengan periode 2005 -2023, dan data cross section dari 5 negara ASEAN terpilih 

yaitu  Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Data pada penelitian ini 

bersumber dari situs resmi data statistik dari World Bank, IMF, Bank Sentral masing -

masing ASEAN -5. Rentang waktu tersebut ditentukan berdasarkan adanya fenomena 

krisis global 2 008 dan krisis pandemi covid 2019.  

Teknik Analisis  

Metode analisis yang digunakan ada 2 yaitu analisis deskriptif statisti k dan Panel Least 

Square (PLS). Analisis deskriptif merupakan suatu prosedur penyelesaian masalah 

dengan cara menggambarkan keadaan objek kajian dari fakta penelitian teoritis dan 

empiris (Nasir et al, 2013)  sedangkan analisis regresi data panel digunakan untuk 

mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel.  

 

Model Penelitian  

Berdasarkan penelitian terdahulu, Marques (2023) menganalisis apakah utang 

pemerintah memengaruhi kebijakan moneter melalui ekspektasi inflasi, sebagai berikut:  

(1.1) 

 Dimana Variabel   π(𝐻)𝑖
�

,t+1 merepresentasikan ekspektasi inflasi untuk horizon H 

pada negara i dan periode t+h, sedangkan 𝑢𝑖
𝑑

,t-s merupakan kejutan terhadap rasio utang 

pemerintah terhadap PDB, 𝑥𝑖�
′ 𝑟 adalah variabel kontrol, 𝑎𝑖

ℎ dan ��
ℎ adalah efek tetap 

negara dan waktu dengan koefisien 𝛽0
ℎ sebagai respon ekspektasi inflasi terhadap 

spesifikasi kejutan utang diestimasi menggunakan estimasi dalam untuk setiap periode 
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proyeksi, dengan standar error yang berasal dari estimasi heteroskedastisitas dan 

autokorelasi konsisten milik Driscoll dan Kraay (1998).  

 Interaksi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam memengaruhi 

dinamika utang dan inflasi dapat dilihat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan 

bagaimana kebijakan moneter merespons inflasi melalui aturan suku bunga, serta 

bagaimana kebijakan f iskal merespons beban utang melalui penyesuaian pajak. Respons -

respons kebijakan ini tercermin dalam model melalui dua aturan yang dibangun oleh 

Leeper (1991) dalam Mao et al (2023) sebagai berikut:  

R t =  max {1 , R . (𝜋�
𝜋
)as}       (1.2) 

T l-t = T 1 + 𝑌𝑖
𝑠(�t-1 – �)      (1.3) 

Dimana pada R t  dan T l-t  masing-masing mewakili aturan suku bunga (Rezim M 

vs F) dan aturan pajak (respon terhadap utang). s € { F, M), πt = . (𝜋�
𝜋
) adalah utang 

riil pemerintah , π dan R adalah tingkat utang riil dan suku bunga nominal dalam kondisi 

stabil, aM  > 1 > a F dan y M > y F ≥ 0. Pengaturan kalibrasi aF = 0  berarti suku bunga 

acuan tidak bereaksi terhadap inflasi, dan tingkat harga harus disesuaikan untuk 

menentukan nilai utang riil pada t, mengingat nilai fiskal lain dalam kendala anggaran 

pemerintah.  

Rezim F mirip dengan rezim M (Galí, 2020; Mao et al., 2023) karena keduanya 

menerapkan kebijakan moneter pasif, di mana otoritas moneter tidak secara aktif 

mengendalikan inflasi. Perbedaannya terletak pada penentuan suku bunga kebijakan. 

Dalam rezim F, suk u bunga ditentukan oleh aturan kebijakan (lihat persamaan 2.11), 

sedangkan dalam rezim M, suku bunga nominal dan saldo uang riil ditentukan bersama 

oleh fungsi permintaan uang dan anggaran pemerintah terpadu. Rezim M juga 

menekankan peran pendapatan seigni orage dalam pembiayaan fiskal. Dalam model ini, 

kami mengasumsikan bahwa probabilitas transisi ke rezim M meningkat seiring inflasi, 

seperti dalam Mao et al. (2023). Kenaikan suku bunga The Fed pada Maret 2022 

menunjukkan bahwa inflasi tinggi menjadi fakto r utama dalam pergeseran menuju 

kebijakan moneter aktif (Dewan Gubernur, 2022). Secara khusus, probabilitas peralihan 

dari rezim F ke M ( P F,t )…  

𝑝𝐹,� =
1−exp⁡[𝑙1+𝑙2⁡(𝜋�−1−⁡𝜋)

1+exp[l1+𝑙2(𝜋�−1−⁡𝜋)
     (3.4)  

Penelitian ini menggunakan suku bunga sebagai variabel dependen karena 

merupakan alat utama kebijakan moneter yang disesuaikan oleh bank sentral untuk 

merespons kondisi ekonomi. Ekspektasi inflasi dimasukkan karena bank sentral 

cenderung menaikkan suku bunga saat inflasi yang diharapkan meningkat, guna menjaga 

stabilitas harga (Clarida et al., 1999). Utang pemerintah memengaruhi kebijakan 
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moneter karena beban utang tinggi dapat menekan bank sentral untuk mempertahankan 

suku bunga rendah, mencerminkan fenomena fiscal dominance  (Corsetti et al., 2013). 

Pertumbuhan GDP menggambarkan kondisi ekonomi riil yang turut memengaruhi arah 

suku bunga; saat ekonomi tumbuh pesat, suku bunga biasanya dinaikkan untuk 

menghindari overheating (Bernanke & Mihov, 1998). Sehingga, dengan ketiga variabel 

diatas, persamaan sebagai berikut:  

i it = α1 + β1Exp Inf it + β2GD it + β3GDP it + εit ………………………………………….. (1.4)  

 

4.  HASIL DAN DISKUSI  

 

Perkembangan Ekspektasi Inflasi di ASEAN -5 

Menurut Teori Fisher, suku bunga nominal merupakan gabungan antara suku bunga riil 

dan ekspektasi inflasi  (Fisher, 1930), sehingga ekspektasi inflasi menjadi elemen kunci 

dalam penentuan suku bunga oleh bank sentral. Stabilitas ekspektasi inflasi 

mencerminkan kredibilitas otoritas moneter dan memperkuat efektivitas kebijakan suku 

bunga dalam mencapai sasaran inflasi (Mishkin, 2007).  Negara-negara ASEAN -5 

(Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam ) menunjukkan perbedaan dalam 

pendekatan dan respons kebijakan moneter terhadap tekanan inflasi, yang berdampak 

pada pembentukan ekspektasi inflasi masing -masing.  

 

 

Gambar 3. Tingkat Ekspektasi Inflasi di ASEAN -5 (Sumber:  IMF, 2025)  

 

Berdasarkan Gambar 3, Indonesia mengalami fluktuasi ekspektasi inflasi yang signifikan, 

dengan lonjakan hingga 12% pada 2008, sebelum stabil di kisaran 7 –9% pada tahun-

tahun berikutnya. Sebaliknya, Thailand dan Filipina menunjukkan pola ekspektasi 

inflasi yang lebih stabil di bawah 5%, berkat kerangka inflation targeting  yang kredibel, 
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koordinasi fiskal -moneter yang baik, serta stabilitas politik dan pengelolaan subsidi yang 

hati -hati.  

Malaysia mencatat penurunan ekspektasi inflasi drastis hingga sekitar -10% pada 2008 

akibat krisis global, yang menekan permintaan ekspor dan menurunkan aktivitas 

industri. Sementara itu, Vietnam mengalami lonjakan ekspektasi inflasi pada 2010, 

dipicu oleh  kenaikan harga global, lonjakan permintaan domestik, serta kebijakan 

moneter ekspansif. Namun, ekspektasi tersebut mulai menurun seiring pengetatan 

moneter dan pengendalian harga pasca -2010. 

 

Perkembangan Utang Pemerintah  di ASEAN -5 

 Kesinambungan fiskal dapat tercermin dari keseimbangan antara penerimaan dan 

pengeluaran negara, namun lebih dominan terlihat melalui belanja pemerintah, 

khususnya dalam pembiayaan defisit yang ditutupi oleh utang (Ciplis  et al., 2015). 

Peningkatan utang pemerintah berpotensi menimbulkan tekanan pada anggaran dan 

memengaruhi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga akibat persaingan antara 

sektor publik dan swasta dalam pasar dana. Selain itu, ekspektasi inflasi dan p ersepsi 

terhadap kredibilitas kebijakan moneter juga terpengaruh, khususnya jika utang 

dianggap tidak berkelanjutan, sehingga investor menuntut imbal hasil lebih tinggi 

(Fisher, 1930; Mishkin, 2007).  

Struktur utang di ASEAN -5 menunjukkan perbedaan karakteristik. Indonesia 

didominasi oleh utang domestik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), dengan 

fokus pada jangka menengah -panjang dan strategi penguatan investor domestik. 

Malaysia memiliki struktur  serupa, melalui MGS dan sukuk domestik, dengan risiko 

suku bunga relatif terkendali berkat dominasi investor institusional lokal. Filipina 

memiliki struktur utang yang seimbang antara domestik dan luar negeri, dengan strategi 

memperpanjang tenor dan mempe rdalam pasar keuangan domestik guna mengurangi 

ketergantungan pada utang valas. Thailand mengandalkan obligasi domestik berjangka 

menengah-panjang, dengan pasar obligasi yang kuat dan risiko nilai tukar yang rendah. 

Sementara itu, Vietnam masih relatif ber gantung pada pinjaman luar negeri, namun 

secara bertahap mengembangkan pasar obligasi domestik serta memperkuat strategi 

pengelolaan utang jangka menengah.  Secara keseluruhan, pengelolaan utang yang efektif 

dan struktur utang yang terkendali menjadi kunci dalam menjaga ruang fiskal, stabilitas 

moneter, dan kepercayaan investor di kawasan ASEAN -5. 

 

Per tumbuhan Ekonomi  di ASEAN -5 

Pertumbuhan ekonomi di ASEAN -5 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh 
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kondisi global, terutama krisis keuangan 2008 dan pandemi Covid -19. Indonesia 

mencatat pertumbuhan stabil 5 –6% selama 2005 –2019, dengan ketahanan cukup baik 

saat krisis 2008. Pandemi 2020 menyebabkan kontraksi -2,1%, namun pemulihan 

bertahap terlihat pada 2021 (3,7%) hingga 2023 (5,0%), didorong oleh konsumsi, ekspor 

komoditas, dan reformasi investasi.  Malaysia tumbuh rata -rata 5% sebelum pandemi, 

didukung oleh sektor manufaktur dan ekspor. Kontraksi -5,6% terjadi pada 2020 akibat 

dampak global. Pemulihan kuat tercatat pada 2022 (8,7%) namun melambat ke 4,1% 

pada 2023 seiring menurunnya efek stimulus dan  tekanan eksternal.  Filipina 

menunjukkan pertumbuhan impresif >6% pada 2010 -an, namun mengalami kontraksi 

tajam -9,5% pada 2020 akibat lockdown ketat. Pemulihan ekonomi berlangsung secara 

progresif: 5,7% (2021), 7,6% (2022), dan 5,5% (2023), dipacu oleh ko nsumsi, investasi, 

dan reformasi fiskal.  Thailand tumbuh moderat (2 –4%) sebelum pandemi, namun sangat 

terdampak pada 2020 ( -6,1%) karena ketergantungan pada pariwisata dan ekspor. 

Pemulihan lambat: 1,5% (2021), 2,6% (2022), dan kembali turun ke 1,8% (2023), 

dipengaruhi oleh lemahnya permintaan do mestik dan tingginya utang rumah tangga.  

Vietnam menjadi negara dengan kinerja pertumbuhan paling solid. Selama 2005 –2019, 

rata-rata PDB tumbuh 6 –7%, didukung oleh FDI, ekspor, dan industrialisasi. Meski 

terdampak p andemi, Vietnam tetap tumbuh positif 2,9% (2020), naik menjadi 8,0% 

(2022), dan 5,2% (2023). Reformasi struktural dan integrasi global memperkuat 

ketahanan ekonominya.  

 

 

Gambar 4.  Tingkat Pertumbuhan GDP di ASEAN -5 (sumber: IMF, 2025)  

 

Perkembangan Kebijakan Moneter di ASEAN -5 

Negara ASEAN -5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam) 

memiliki kesamaan yaitu sama -sama menggunakan kebijakan moneter melalui suku 

bunga. Meskipun masing -masing negara memiliki konteks ekonomi yang berbeda, 

kebijakan suku bunga ini berfungsi untuk memengaruhi permintaan agregat dalam 
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perekonomian, mengendalikan laju inflasi, serta mendukung pertumbuhan  ekonomi 

yang berkelanjutan. Bank sentral di negara -negara tersebut, seperti Bank Indonesia (BI), 

Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Bank of Thailand 

(BOT), d an State Bank of Vietnam (SBV), melakukan penyesuaian terhadap suku 

bunga berdasarkan kondisi ekonomi domestik dan global yang terus berubah, seperti 

fluktuasi harga energi dan pangan, serta faktor eksternal lainnya.  

Tabel 1 . Kebijakan Suku Bunga di ASEAN -5 

Negara  Nama 

Suku 

Bunga  

Tujuan 

Kebijakan 

Moneter  

Nama 

Bank 

Sentral  

Frekuensi 

Penetapan 

Suku 

Bunga  

Indonesia  BI rate  Menstabilkan 

inflasi dan 

mengendalikan 

perekonomian 

Bank 

Indonesia 

(BI)  

Setiap 2 

minggu 

(Rapat 

Dewan 

Gubernur 

BI)  

Malaysia  OPR 

(Overnight 

Policy Rate)  

Menjaga 

stabilitas harga 

dan mendukung 

pertumbuhan 

ekonomi 

berkelanjutan.  

Bank Negara 

Malaysia 

(BNM)  

Setiap 6 

minggu 

(rapat 

MPC)  

Filipina  Overnight 

Reverse 

Repurchase 

Rate (RRP)  

Menjaga 

stabilitas harga 

dan sistem 

keuangan 

Bangko 

Sentral ng 

Pilipinas  

Setiap 6 

minggu 

(rapat 

MPC)  

Thailand  1-Day 

Repurchase 

Rate  

Menjaga 

stabilitas harga 

dan mendukung 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

seimbang. 

Bank of 

Thailand 

(BOT)  

Setiap 6 

minggu 

(rapat 

MPC)  

Vietnam  Refinancing 

Rate  

Menjaga 

stabilitas 

State Bank 

of Vietnam 

Setiap bulan 

(rapat 
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moneter dan 

mendukung 

pertumbuhan 

ekonomi. 

(SBV)  dewan 

Direktur 

SBV)  

Sumber: Bank sentral  ASEAN -5, 2025 

 

Analisis Statistik Deskriptif  

Mean untuk setiap variabel dalam dataset memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai rata -rata dari masing -masing variabel cenderung berada di sisi positif 

distribusi  

Tabel 2. Nilai Mean, Maksimum, Minimum, Standar Deviasi di ASEAN -5 

 I  EXPINF  GD  GDP  

Mean 4.665111 1.869556 4206.533 4.701222 

Maks.  15.00000 28.49000 6976.000 8.120000 

Min.  0.500000 -5.980000 41.00000 -9.510000 

Std. Dev.  2.822039 5.422116 1226.979 2.900051 

Obs.  90 90 90 90 

Sumber: Lampiran 2, 2025  

 

Pemilihan Model Panel Least Square (PLS)  

Langkah analisis data berikutnya yaitu  menentukan model data panel terbaik dengan 

menggunakan  Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.  

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM  

Pengujian 

Model  

Prob.  Hasil  

Uji Chow  0.0000 FEM  

Uji Hausman  0.0000 FEM  

Uji LM  0.0000 REM  

Sumber: Lampiran 4, 2025, diolah  

Pemilihan  model regresi panel dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi. Uji Chow 

digunakan untuk membandingkan Common Effect Model  dan Fixed Effect Model . Hasil 

menunjukkan nilai probabilitas < 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak dan Fixed Effect 

Model dinyatakan lebih sesuai. Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan untuk memilih 

antara Random Effect Model  dan Fixed Effect Model . Dengan nilai probabilitas < 0,05, 

hipotesis nol kembali ditolak, yang menegaskan bahwa Fixed Effect Model adalah model 



 

Jurnal Ekuilibrium, Vol 9 (2), 2025 89 

paling tepat untuk estimasi dalam penelitian ini.  

 

Analisis Individual Effect  

Tabel 4.  Uji Cross Id/ Individual Effecr  

No  Negara  Effect  

1. Indonesia  1.809872 

2. Malaysia  -1.472816 

3. Thailand  -0.434169 

4. Filipina  -0.600264 

5. Vietnam  0.697376  

Sumber: lampiran  5, 2025 

Koefisien positif pada Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa suku bunga tidak 

sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel dalam model (ekspektasi inflasi, utang 

pemerintah, dan pertumbuhan GDP), melainkan kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

faktor eksternal lain , dengan asumsi variabel independen bersifat konstan. Artinya, 

meskipun tanpa perubahan pada variabel -variabel tersebut, suku bunga cenderung 

meningkat.  Sebaliknya, koefisien negatif pada Malaysia, Thailand, dan Filipina 

mengindikasikan bahwa kebijakan suk u bunga di negara -negara ini dipengaruhi oleh 

variabel dalam model. Artinya, ketika terjadi perubahan pada ekspektasi inflasi, utang 

pemerintah, atau pertumbuhan GDP, suku bunga mengalami peningkatan. Pengaruh 

tersebut tercermin dari besarnya koefisien pad a individual effect  masing-masing negara.  

 

Uji Asumsi Klasik  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadinya penyimpangan pada 

persamaan regresi yang dihasilkan dan konsisten.  Uraian secara rinci mengenai pengujian 

asumsi klasik pada model regresi data panel dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6  

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik  

Model  Uji Asumsi 

Klasik  

Metode  Prob.  Keterangan  

 Normalitas  Uji Jarque -

Bera  

0.668251 Normal  

 Heteroskedastisitas  Uji Glejser  0.181436 Tidak 

Heteroskedastisitas  

Sumber: Lampiran 6,7, 2025  
 

Tabel 6. Uji Multikolinearitas  
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 EXPINF  GD  GDP  

EXPINF  1.000000 -0.131634 0.299789 

GD  -0.131634 1.000000 -0.288050 

GDP  0.299789 -0.288050 1.000000 

Sumber: Lampiran 8, 2025, diolah  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas model estimasi. Uji normalitas 

dengan metode Jarque -Bera  menunjukkan bahwa data terdistribusi normal (probabilitas 

= 0,668). Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser  menunjukkan tidak 

terdapat heteroskedastisitas, dengan nilai probabilitas sebesar 0,181.  Untuk 

multikolinearitas, model dinyatakan bebas apabila nilai korelasi antar variabel 

independen < 0,85. Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa korelasi antara:  Ekspektasi 

inflasi dan utang pemerintah  = -0,131, Ekspektasi inflasi dan GDP  = 0,299  dan Utang 

pemerintah dan GDP  = -0,288. Seluruh nilai tersebut < 0,85, sehingga disimpulkan tidak 

terjadi multikolinearitas dalam model.  

 

Uji Statistik  

Uji t  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.  

Tabel 7. Uji t  

Variabel  Koefisien  t-Statistic  Prob  Kesimpulan  

X1 

(EXPINF)  

0.290942 9.717627 0.0000 Signifikan  

X2 (GD)  -0.000322 -2.305704 0.0235 Signifikan  

X3 (GDP)  0.133551 2.289711 0.0245 Signifikan  

Sumber: Lampiran 10, 2025  

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap suku bunga. Variabel ekspektasi inflasi (EXPINF) 

memiliki nilai t-statistic  sebesar 9,717 dengan probabilitas 0,0000 (< 0,05), yang 

menunjukkan pengaruh signifikan. Variabel utang pemerintah (GD) juga berpengaruh 

signifikan terhadap suku bunga dengan t-statistic  -2,305 dan probabilitas  0,0235 (< 

0,05). Begitu juga dengan variabel pertumbuhan GDP menunjukkan pengaruh signifikan 

dengan t-statistic  2,289 dan probabilitas 0,0245 (< 0,05).  Dengan demikian, ketiga 

variabel secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap kebijakan suku bunga 

dalam model.  
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Uji F  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, diuji apakah 

variabel independen yaitu ekspektasi inflasi (X 1), utang pemerintah (X 2), dan 

pertumbuhan GDP (X 3) secara stimultan berkaitan terhadap variabel dependen yaitu 

suku bunga (Y), dan apakah model tersebut sesuai atau tidak. Hasil yang didapat dalam 

penelitian ini adalah  

 

Tabel 8. Uji F  

Statistik  Nilai  

F -Statistik  28.80199 

Probabilitas (p -value)  0.000000 

Sumber: Lampiran 10, 2025, diolah  

Berdasarkan tabel 8, diketahui nilai F -Statistik sebesar 28.801 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.0000, lebih kecil daripada 0,05 maka Ho ditolak, maka ekspektasi inflasi (X 1), 

utang pemerintah (X 2), dan pertumbuhan GDP (X 3) berpengaruh signifikan terhadap 

suku bunga (Y).  

 

Uji Koefisien Determinasi (R 2)  

Koefisien determinasi (R 2) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai R 2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R 2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel -variabel bebas dalam mejelaskan variasi variabel terikat sangat 

terbatas. Nilai R 2 sebesar 0.483 (48,3%) dapat diintepretasikan bahwa variabel 

ekspekstasi inflasi (X 1), utang pemerintah (X 2), dan pertumbuhan GDP (X 3) 

menjelaskan variabel suku bunga (Y) sebesar 48,3% dan sisanya dipengaruhi variabel 

independen lain di luar penelitian sebesar 51,7%.  

 

Implikasi Kebijakan  

Temuan penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara 

ekspektasi inflasi, utang pemerintah, dan pertumbuhan GDP terhadap kebijakan suku 

bunga di ASEAN -5. Pola hubungan yang ditemukan dapat menjadi acuan dalam 

perumusan kebijakan makroekonomi yang lebih adaptif dan terintegrasi.  Indonesia perlu 

menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pengelolaan utang. Mengingat 

ekspektasi inflasi yang kuat berdampak pada kenaikan suku bunga, Bank Indonesia 
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harus memperkuat transparansi kebijakan moneter agar dapat meredam gejolak 

ekspektasi. Di sisi lain, strategi fiskal yang hati -hati sangat penting untuk mencegah 

dominasi fiskal yang bisa membatasi ruang gerak moneter.  

Di Malaysia, implikasinya terletak pada perlunya sinergi antara kebijakan 

moneter dan fiskal. Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap suku bunga, namun utang pemerintah memberikan tekanan negatif, stabilitas 

fiskal harus dija ga agar tidak melemahkan efektivitas kebijakan suku bunga ke depan.  

Thailand menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitas moneter di tengah 

peningkatan utang. Bank sentral perlu menyeimbangkan antara kebutuhan mendorong 

pertumbuhan dan menjaga beban utang. Reformasi fiskal dan penguatan penerimaan 

negara dapat memberika n ruang bagi kebijakan suku bunga yang lebih fleksibel tanpa 

mengorbankan kestabilan fiskal.  

Bagi Filipina, tekanan utang yang tinggi membuat penyesuaian suku bunga 

menjadi dilematis. Implikasinya, Bank Sentral Filipina harus mengoptimalkan instrumen 

lain seperti komunikasi forward guidance dan operasi pasar terbuka untuk tetap menjaga 

ekspektasi inflasi tanpa harus selalu mengandalkan kenaikan suku bunga yang 

memperberat pembiayaan negara.  

Vietnam menunjukkan bahwa respons moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan 

bisa berjalan efektif jika didukung oleh konsistensi fiskal. Namun, tantangan eksternal 

seperti volatilitas harga komoditas tetap harus diwaspadai. Oleh karena itu, diversifikasi 

sumber pembiayaan dan peningkatan efisiensi belanja publik menjadi strategi penting 

untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung efektivitas kebijakan moneter . 

 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh ekspektasi inflasi, pemerintah 

utang, dan pertumbuhan PDB terhadap kebijakan moneter di negara -negara ASEAN -5, 

yaitu  Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Variabel ketiga ini 

merupakan faktor penting yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam 

penyusunan kebijakan moneter, khususnya dalam penetapan suku bunga dan 

pengendalian inflasi oleh bank sent ral.  Analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat 

variasi yang cukup signifikan dalam perkembangan ekspektasi inflasi, tingkat utang 

pemerintah, dan pertumbuhan PDB antar negara ASEAN -5 selama periode penelitian. 

Beberapa negara menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih ketat sebagai respons 

terhadap tekanan inflasi, sementara negara lain mengambil pendekatan yang lebih 

fleksibel. Tingkat utang pemerintah juga berbeda -beda, tergantung pada struktur 
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pembiayaan dan strategi pengelolaan utang masing -masing negara.  

Dengan menggunakan metode Panel Least Square (PLS), hasil estimasi 

menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi dan pertumbuhan PDB berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap kebijakan moneter, khususnya terhadap kenaikan suku bunga. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika ekspektasi inflasi meningkat atau perekonomian 

tumbuh lebih cepat, bank sentral cenderung merespons dengan kebijakan moneter yang 

lebih ketat guna menjaga stabilitas harga dan mencegah overheating. Sebaliknya, 

peningkatan utang pemerintah berkontrib usi pada penurunan tingkat suku bunga, yang 

menunjukkan kemungkinan terjadinya tekanan fiskal terhadap independensi kebijakan 

moneter—fenomena yang sering diasosiasikan dengan dominasi fiskal.  Setiap negara 

menunjukkan respons kebijakan yang khas. Di Indonesia, Bank Indonesia mengendalikan 

inflasi melalui suku bunga SBI dan BI Rate, meskipun tetap rentan terhadap guncangan 

eksternal seperti kenaikan harga pangan dan energi. Malaysia menampilkan pendekatan 

yang adaptif dengan menjaga keseimbangan antara peng endalian inflasi dan 

pertumbuhan, serta koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Thailand 

menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama stabilitas perekonomian, namun 

peningkatan utang pemerintah membatasi efektivitas kebijakan tersebut. D i Filipina, 

kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi menciptakan dilema karena turut 

memperberat beban utang pemerintah. Sementara itu, Vietnam menunjukkan langkah 

maju dalam pengelolaan dengan menyesuaikan utang suku bunga secara proaktif, 

meskipun tetap  menghadapi risiko inflasi akibat volatilitas global.  

 

Saran  

Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan penting bagi negara -

negara ASEAN -5. Pertama, bank sentral perlu lebih responsif terhadap dinamika 

ekspektasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam merumuskan kebijakan suku bunga. 

Transparansi dan kebijaka n komunikasi yang baik akan membantu mengelola ekspektasi 

publik dan meningkatkan kredibilitas bank sentral.  Kedua, pemerintah perlu menjaga 

kehausan fiskal dengan mengelola utang secara hati -hati, agar tidak membatasi ruang 

gerak kebijakan moneter. Koordi nasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter 

menjadi penting agar pelonggaran suku bunga tidak menciptakan ketergantungan fiskal 

terhadap kebijakan moneter.  Ketiga, penguatan struktur ekonomi domestik perlu terus 

didorong untuk meningkatkan ketahanan makroekonomi dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan PDB yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan yang saling 

melengkapi antara otoritas fiskal dan moneter, sek aligus mengantisipasi tekanan 

eksternal seperti krisis global atau pandemi di masa depan.  
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Abstract 
 

This study aims to analyze the development of the Kampung 
Blekok tourism village in Situbondo Regency using the Sustainable 
Livelihood Approach (SLA). This approach includes five types of capital 
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assets:   human  capital,   natural  capital,  physical  capital,   financial              
capital, and social capital, while also taking into account aspects of 
vulnerability,  institutional  structures,  and  sustainability  strategies. 
The research uses an exploratory qualitative method with data 
collection techniques including observation, interviews, and 
documentation. The results show that natural capital has the highest 
score in the development process, while financial capital remains low. 
Strengthening strategies through community training, improvement 
of  tourism  facilities,  and  environmental  conservation  are  key  to 

  achieving sustainable development in Kampung Blekok.   

Abstrak 
 

Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis  pengembangan 
desa  wisata  Kampung  Blekok  di  Kabupaten  Situbondo 
menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA). 
Pendekatan ini mencakup lima modal aset yaitu modal manusia, 
modal alam, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial, serta 
memperhatikan aspek kerentanan, struktur kelembagaan, dan 
strategi keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif 
eksploratif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara,   dan   dokumentasi.   Hasil   penelitian   menunjukkan 
bahwa modal alam memiliki skor tertinggi dalam pengembangan, 
sementara modal finansial masih rendah. Strategi penguatan melalui 
pelatihan masyarakat, peningkatan fasilitas wisata, dan pelestarian 
lingkungan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan 
di Kampung Blekok.

Kata  Kunci:  Desa  Wisata, 
Sustainable Livelihood Approach, 
Kampung Blekok, Partisipasi 
Masyarakat, Pengembangan 
Berkelanjutan.
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1.   PENDAHULUAN 

Pariwisata telah tumbuh menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan menjadi 

sumber devisa utama bagi berbagai negara. Peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi 

dinilai cukup besar. Tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah 

sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah 

muncul sebagai sumber penting dari dinamika masyarakat dan salah satu pendorong 

perubahan sosial budaya yang paling penting (Pitana, I. Gede dan Gayatri, 2005). Di Indonesia, 

desa wisata dipandang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Hal tersebut karena 

sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan di desa ini memiliki 

potensi sumber daya manusia dan alam. Desa wisata didirikan untuk memberdayakan 

masyarakat agar dapat berpartisipasi sebagai pelaku langsung, meningkatkan kemauan dan 

kesadaran masyarakat dalam potensi dan daya tarik wisata yang ada di daerahnya, dan 

menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung. 

Pembangunan    pedesaan    harus    mengikuti    prinsip    transparansi,    partisipasi, 

aksesibilitas masyarakat, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, partisipasi 

masyarakat harus dilibatkan untuk menentukan visi pembangunan masa depan yang ingin 

diwujudkan (Nisa, 2023). Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam program 

pembangunan  kepariwisataan, hal ini  seperti  merupakan  label  baru  yang  melekat  pada 

seluruh pembuatan kebijakan dan proyek pembangunan kepariwisataan. Di mana 

pembangunan pariwisata tanpa keterlibatan masyarakat hanya akan menghasilkan produk 

wisata yang nilainya kecil bagi masyarakat dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pembangunan dengan partisipatif masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk 

memperkuat potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan 

potensi sumber daya lokal. 

Salah satu wilayah khususnya di Jawa Timur yaitu Wilayah Kabupaten Situbondo 

dimana pembangunan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan dengan tujuan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Di Kabupaten 

Situbondo tersebut terdapat desa wisata yaitu Kampung Blekok. Kampung Blekok di 

Situbondo merupakan contoh nyata dari inisiatif desa wisata berbasis ekowisata, yang 

dikembangkan dengan pendekatan partisipatif dan konservasi. Kampung Blekok merupakan 

wisata baru dengan konsep konservasi hutan mangrove dan burung blekok. Dimana 

pembangunan  wisata  ini  diharapkan  dapat  menghidupkan  perekonomian  masyarakat 

melalui wirausaha dan mensejahterahkan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan wisata Kampung Blekok ini cukup besar. Masyarakat Kampung Blekok telah 

terlibat sejak tahap awal perencanaan pengembangan desa wisata. Partisipasi tersebut di 

bawah naungan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis Kampung Blekok menjadi 

wadah partisipasi formal masyarakat dalam pengelolaan wisata. 

Pengembangan desa wisata perlu strategi agar dapat menjadikan wisata tersebut 

berkelanjutan.  Strategi tersebut harus  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  serta 

masyarakat  sekitar.  Sehingga  dalam  mencari  strategi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan
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menggunakan kerangka kerja Sustainable Livelihood Approach. Hal tersebut karena dengan 

adanya desa wisata dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pentagonal asset dalam pengembangan desa, menganalisis 

aspek kerentanan dalam pengembangan desa wisata, menganalisis transformasi proses dan 

stuktur  dalam  pengembangan  desa  wisata,  merumuskan  strategi  dalam  pengembangan 

desa wisata berkelanjutan di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo. 
 

 

2.   KAJIAN PUSTAKA 

2.1       Desa Wisata 

Desa wisata adalah pengembangan kawasan desa yang tidak mengubah secara 

mendasar yang telah ada, tetapi bertujuan untuk mengembangkan potensi desa yang telah 

ada dengan menggunakan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi 

sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi berbagai kegiatan wisata dan dapat 

memenuhi  beberapa  kebutuhan  wisata  dalam  hal  daya  tarik  dan  fasilitas  penunjang 

(Muljadi, 2012). Pengelolaan kepariwisataan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan 

yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan dengan memperhatikan segala sumber daya yang 

tersedia. Tipe pengelolaan desa wisata di Indonesia terbagi menjadi tipe terstruktur dan tipe 

terbuka (Hadiwijoyo, 2012). 

Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam pengembangan desa wisata. Sumber 

daya dan tradisi serta budaya unik yang terkait dengan komunitas ini adalah kekuatan 

pendorong utama di balik aktivitas desa wisata. Di sisi lain, keberhasilan pengembangan desa 

wisata bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat setempat, sehingga 

masyarakat lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan objek wisata menjadi bagian 

dari ekosistem yang terhubung. Masyarakat setempat berperan sebagai tuan rumah dan 

menjadi aktor penting dalam pengembangan desa wisata secara keseluruhan, mulai dari 

tahap perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi (Wearing, Stephen and 

McDonald, 2001). 

2.2       Partisipasi Berbasis Masyarakat 

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu konsep yang 

menggambarkan  peran  penting  masyarakat dalam  pembangunan pariwisata,  yang  biasa 

disebut dengan Community Based Tourism (CBT). Konsep Community-Based Tourism (CBT) 

menempatkan   masyarakat   sebagai   pusat   kegiatan   pariwisata.   Pariwisata   berbasis 

masyarakat adalah pendekatan pembangunan yang memberi ruang bagi masyarakat lokal 

untuk menjadi pelaku utama, sehingga mereka memiliki kontrol, partisipasi, dan manfaat 

langsung dari aktivitas wisata (Ardika, 2018). Prinsip CBT tidak hanya memperkuat kapasitas 

ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap kelestarian budaya dan alam. 

Dalam  CBT  masyarakat  memiliki  hak  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan 

terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata (Prasiasa, 2012). Hal ini mendorong terwujudnya 

pembangunan yang inklusif dan adil karena manfaat ekonomi dan sosial bisa dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata harus sejalan 

dengan pemberdayaan masyarakat lokal.
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2.3       Sustainable Livelihood Approach 

Sustainable livelihood pertama kali diperkenalkan oleh Brundtland Commission on 

Environment and Development. Selain itu dinyatakan bahwa sustainable livelihood dapat 

berfungsi sebagai integrator yang memungkinkan kebijakan untuk secara bersamaan 

menangani pembangunan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pengentasan 

kemiskinan (Morse, 2013). Suatu penghidupan dianggap berkelanjutan jika dapat mengatasi 

dan meningkatkan tekanan dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan 

keterampilan dan kekayaan, serta memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi 

generasi mendatang, tanpa merusak basis sumber daya alam. Begitupun jika suatu 

masyarakat  hanya mengandalkan tenaga tanpa mengembangkan teknologi yang efisien, 

maka hasil yang dapat dicapainya akan terus menurun seiring waktu karena masa produksi 

manusia secara fisik terbatas (DFID, 1999). 

Di  dalam  Sustainable  Livelihood  Approach  terdapat  kerangka  kerja  yang  berisi 

beberapa aspek. Kerangka Sustainable Livelihood menggambarkan faktor-faktor terpenting 

yang memengaruhi penghidupan masyarakat dan hubungan khusus antara faktor-faktor 

tersebut. Dengan bantuan kerangka ini, kegiatan pembangunan baru dapat direncanakan 

dan bagian dari kegiatan yang ada dalam keberlanjutan penghidupan dapat dievaluasi. 

Kerangka  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  penghidupan  yang 

dapat dikelola dan meningkatkan efektivitas program pembangunan. Secara tidak langsung, 

Kerangka  Kerja  ini  menempatkan  masyarakat  sebagai pusat dari perencanaan. Di mana 

proses perencanaan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, lingkungan fisik, masalah manusia 

yang ada, situasi keuangan dan sumber daya alam (Wigati, 2013). 

Dalam kerangka kerja Sustainable Livelihood terdapat konten kerentanan guncangan 

(shocks), tren (trends), dan musiman (seasonality). Dalam situasi ini, masyarakat hidup dan 

bergantung pada berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup, seperti modal alam 

(natural capital), modal manusia (human capital), modal fisik (physical capital), modal 

ekonomi  (financial  capital)  dan  modal  sosial  (social  capital).  Akses  terhadap  aset  yang 

dimiliki dipengaruhi oleh undang-undang yang ada, kelembagaan yang berlaku, kebudayaan 

yang berlaku, kehidupan sosial yang berlaku dan lingkungan politik yang mempengaruhi 

perencanaan strategi penghidupan berkelanjutan. 
 

 

3.   METODE 

3.1.      Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. 

Penelitian tipe eksploratif, bertujuan memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru 

mengenai suatu gejala tertentu, menggambarkan fenomena sosial, dan menjelaskan 

bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial untuk merumuskan masalah secara lebih 

terperinci  atau  mengembangkan  hipotesis  bukan  menguji  hipotesis  (Mudjiyanto,  2018). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer. Data primer merupakan 

data yang diperoleh langsung dari subjek dengan menggunakan alat ukur atau alat 

pengumpulan data sebagai sumber informasi yang dapat dicari langsung ke subjek. Data
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dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih meliputi Kepala 

Desa, Pengelola Wisata dan masyarakat lokal yang memahami benar tentang Kampung Wisata 

Blekok. 
 

 

3.2.      Teknik Analisis 

Data dianalisis menggunakan kerangka kerja pendekatan Sustainable Livelihood 

Approach (SLA) yang meliputi analisis terhadap lima modal penghidupan yaitu modal manusia, 

modal alam, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial, konteks kerentanan (shocks, 

trends, seasonality), serta struktur dan proses kelembagaan. Penilaian kuantitatif terhadap 

masing-masing modal dilakukan menggunakan skala Likert untuk menggambarkan kekuatan 

dan kelemahan aset yang dimiliki masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Kerja Sustainable Livelihood Approach 
 

 
 

4.   HASIL DAN DISKUSI 

Pendekatan  Sustainable  Livelihood  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kelima 

aset memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata Kampung Blekok. Modal 

alam memiliki skor tertinggi yaitu (3,95), menunjukkan besarnya potensi hutan mangrove 

dan habitat burung blekok sebagai daya tarik utama. Modal sosial (3,9), mencerminkan 

hubungan sosial dan kolaborasi antara warga, pokdarwis, dan pemerintah desa. Modal 

manusia memperoleh nilai (3,44), meskipun masih terdapat keterbatasan pada tingkat 

pendidikan dan keterampilan masyarakat di bidang pariwisata. Modal fisik juga cukup kuat 

(3,13) namun menghadapi tantangan infrastruktur seperti jembatan kayu yang rusak. 

Sedangkan  modal  finansial  memiliki nilai terendah  (2,5)  karena  pendapatan  masyarakat 

yang  belum  stabil  dan  ketergantungan pada sektor  informal.  Strategi penguatan  modal 

finansial dan fisik menjadi prioritas pengembangan selanjutnya.
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Gambar 2. Pentagonal Aset Kampung Blekok 
 

 
Tabel 1. Parameter Pentagonal Aset 

Kategori                                                                            Parameter 

Modal Manusia                               Pendidikan, Pengetahuan Tentang Wisata, Kesadaran 

Potensi Wisata, Pengetahuan Manajemen Wisata, 

Pelayanan Layanan Wisata 

Modal Alam                                 Kondisi Flora, Kondisi Fauna, Kondisi Sumber Mata Air, 

Kondisi Lahan 

Modal Fisik                                Kondisi Jalan, Kondisi Infrastruktur,Infrastruktur Layanan 

Wisata 

Modal Finansial                                                        Pendapatan, Akses Kredit 

Modal Sosial                                               Promosi Wisata, Partisipasi Masyarakat 

Sumber: data primer, 2025 
 

 

Dalam pengembangan wisata Kampung Blekok ini dengan pendekatan Sustainable 

Livelihood Approach (SLA) merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat lokal secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan kelembagaan. Kampung Blekok, yang dikenal dengan keberadaan  burung 

blekok dan keanekaragaman  hayati di kawasan mangrove, memiliki potensi besar sebagai 

destinasi ekowisata yang mendukung pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat. 

Kampung Blekok tentunya memiliki kelima asset SLA yaitu modal manusia, modal 

alam,  modal  fisik,  modal  finansial,  dan  modal  sosial.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian, 

kelima modal tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Modal manusia mencakup 

pendidikan,  pengetahuan,  dan  keterampilan.  Masyarakat  di  wisata  Kampung  Blekok 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga beberapa masyarakat memiliki 

pengetahuan yang kurang terutama di bidang pariwisata. Modal alam memiliki nilai skala 

paling tinggi diantara kelima modal. Hal itu karena Kampung Blekok termasuk ke dalam 

ekowisata yang mengutamakan kelestarian alam. Selain kelestarian alam, budaya lokal di 

Kampung Blekok juga perlu dilestarikan. Kampung Blekok ini memiliki area mangrove yang
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tergolong luas, dimana di tumbuhi dengan berbagai macam jenis mangrove. Kondisi hutan 

mangrove sendiri juga sangat baik, terbukti dengan banyaknya burung blekok atau burung 

air yang menjadikannya habitat mereka. Modal alam seperti ekosistem mangrove dan 

populasi burung blekok menjadi daya tarik utama. 

Modal fisik dari Kampung Blekok memiputi infrastruktur daerah dan layanan wisata. 

Infrastruktur jalan masih terdapat banyak jalan yang berlubang dan fasilitas yang kurang 

memadai. Seperti Jembatan kayu yang beberapa kali mengalami kerusakan yang cukup 

parah akibat terkena banjir. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kualitas kayu yang dipilih 

ketika   melakukan   pembangunan   dan   perbaikan.   Sementara   itu,   aset   fisik   seperti 

infrastruktur jalan, fasilitas sanitasi, papan informasi, dan tempat observasi burung perlu 

dikembangkan untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Modal finansial sendiri memiliki 

nilai paling rendah dibandingkan modal yang lain. Hal itu karena rata – rata pendapatan 

masyarakat di Kampung Blekok relative rendah. Pengembangan wisata bisa menjadi sumber 

pendapatan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas seperti 

penangkapan ikan atau pertanian. 

Modal sosial yang meliputi jaringan, kepercayaan, dan norma sosial juga sangat 

penting. Kegiatan wisata di Kampung Blekok perlu dikoordinasikan oleh kelembagaan lokal, 

seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dapat menjadi penghubung antara 

masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini mendukung pembagian manfaat 

secara adil dan transparan. Konteks kerentanan di Kampung Blekok terdiri dari guncangan 

yaitu banjir dan cuaca ekstrem, tren yaitu degradasi lingkungan dan minimnya dukungan 

pemerintah, dan faktor musiman, perubahan musim yang memengaruhi pertanian dan 

pariwisata. Guncangan alam seperti banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur dan 

penurunan pengunjung, sedangkan fluktuasi pendapatan nelayan dan petani menjadi 

tantangan   ekonomi   masyarakat.   Kecenderungan   alih   fungsi   lahan   mangrove   dan 

pencemaran lingkungan berisiko mengancam keberlanjutan destinasi. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi adaptif yang dapat meningkatkan ketahanan 

masyarakat terhadap berbagai tekanan. Transformasi sosial dan kelembagaan terlihat dari 

meningkatnya kesadaran  masyarakat terhadap pentingnya konservasi, serta keterlibatan 

pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pelatihan. Kontribusi 

PT. Paiton Energy dan peran pokdarwis menjadi kunci dalam membangun sinergi 

kelembagaan  yang  mendukung  pengelolaan  wisata  berkelanjutan.  Distribusi  manfaat 

melalui sistem bagi hasil memperlihatkan upaya menuju keadilan ekonomi lokal. 

Strategi pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Strategi ini dilakukan berdasarkan kelima modal untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kehidupan secara berkelanjutan serta meminimalkan resiko dari 

kerentanan. strategi yang pertama adalah memanfaatkan potensi alam dengan maksimal 

dalam  hal  ini  adalah  hutan  mangrove  dan  burung  blekok.  Hal  itu  karena  modal  alam 

memiliki nilai skala paling tinggi diantara yang lain. 

Strategi dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai wisata harus dirancang 

secara berkelanjutan, agar potensi alam tetap lestari dan mampu memberikan manfaat
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ekonomi  jangka  panjang  bagi  masyarakat.Strategi  pemanfaatan  modal  alam  difokuskan 

pada pengelolaan yang lestari melalui pendekatan berbasis komunitas. Masyarakat perlu 

didorong untuk ikut serta dalam kegiatan pelestarian seperti penanaman mangrove, 

pemantauan  habitat burung, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Edukasi 

kepada pengunjung pun menjadi bagian penting dari upaya konservasi agar nilai ekologis 

tetap terjaga. Selain melakukan penanaman bibit pohon mangrove secara berkala, juga 

dapat dilakukan pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari ekosistem mangrove. 

Larangan membuang sampah sembarangan juga harus lebih dipertegas lagi karena sangat 

mencemari habitat dari burung blekok ini. 

Kedua,  Modal  fisik  merupakan  infrastruktur  yang  mendukung  kenyamanan  dan 

aksesibilitas wisatawan. Strategi peningkatan modal fisik difokuskan pada rehabilitasi dan 

pengembangan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, toilet, pusat informasi, dan tempat 

parkir. Melakukan perbaikan fasilitas utama dan fasilitas umum agar wisatawan yang 

berkunjung merasa aman dan nyaman. Sebagai contoh perbaikan jembatan kayu yang 

mengelilingi area hutan mangrove. Pemilihan kayu yang digunakan juga harus yang 

berkualitas agar bisa digunakan jangka panjang dan kuat dari kemungkinan bencana banjir. 

Kondisi jembatan kayu yang sering rusak akibat banjir menjadi prioritas utama untuk 

diperbaiki dengan bahan dan desain yang lebih tahan cuaca. 

Ketiga, strategi penguatan modal manusia di Kampung Blekok bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia agar mampu berpartisipasi aktif 

dalam pengelolaan desa wisata. Pendidikan formal dan nonformal menjadi kunci, terutama 

karena mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dasar atau 

menengah pertama. Memberikan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. 

Banyak potensi wisata yang tidak berkembang maksimal karena lemahnya pengelolaan. Maka, 

strategi yang tepat adalah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang aktif dan 

didampingi oleh tenaga ahli di bidang manajemen pariwisata 

Keempat,  memaksimalkan  pengembangan  UMKM  masyarakat  untuk  menambah 

pendapatan mereka. Pengembangan UMKM di Kampung Blekok sangat strategis mengingat 

wilayah  kaya  akan  hasil  lautnya  karena  merupakan  daerah  pesisir.  Masyarakat  bisa 

membuat produk dari olahan hasil laut yang memungkinkan menjadi makanan khas daerah 

ini. Selain itu juga dapat memanfatkan kerajinan tangan dari kayu atau kerang. Sehingga 

pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan seperti kerajinan tangan harus 

terus didorong. Strategi yang tepat adalah menciptakan ekosistem yang mendukung 

pertumbuhan UMKM kreatif, mulai dari pelatihan desain produk, pengemasan, hingga 

pemasaran digital. Pemerintah dapat memfasilitasi akses pasar melalui festival, pameran, dan 

platform e-commerce. Selain itu, labelisasi produk dan sertifikasi mutu juga bisa meningkatkan 

daya saing kerajinan, sehingga menjadi daya tarik tambahan dalam paket wisata yang 

ditawarkan kepada pengunjung. 
 

 

5.   SIMPULAN 

Pengembangan  wisata  Kampung  Blekok  melalui  pendekatan  Sustainable  Livelihood
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Approach menekankan pentingnya pengelolaan aset secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dari  kelima  pentagonal  asset  yang  ada  di 

Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, yang memiliki nilai skala paling tinggi yaitu modal 

alam karena memanfaatkan potensi alam, lalu modal sosial, modal manusia, modal fisik, 

yang  terakhir  modal  finansial.  Beberapa  modal sudah  cukup  kuat untuk  memanfaatkan 

potensi yang ada, hanya butuh dukungan dari beberapa pihak. Namun, masih terdapat 

modal yang lemah terutama modal finansial karena beberapa masyarakat masih 

mengandalkan pekerjaan sebagai nelayan.Modal alam dan fisik merupakan kekuatan utama, 

namun  kelemahan  pada  finansial  membutuhkan  perhatian  lebih  lanjut.  Perlu  strategi 

terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menciptakan ekowisata yang 

berkelanjutan. 

Terdapat  tiga  macam  tingkat  kerentanan  di  Kampung  Blekok  Kabupaten  Situbondo 

yaitu guncangan (shocks) yang terdapat di Kampung Blekok berkaitan dengan bencana alam 

yaitu banjir. Banjir tersebut terjadi karena adanya curah hujan yang sangat tinggi sehingga 

menyebabkan   volume   air   meluap.   Kedua,   kerentanan   musiman   (seasonality)   yaitu 

perubahan musim yang memengaruhi pekerjaan masyarakat. Dan yang terakhir kerentanan 

dengan   konteks   kecenderungan   (trends)   yang   terdapat   di   Kampung   Blekok   adalah 

kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah. Dalam pembangunan wisata 

Kampung Blekok ini terdapat beberapa pihak yang ikut berkontribusi dan berperan penting 

yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten merupakan sumber 

pendanaan  utama,  sumber  pendanaan  juga  dilakukan  oleh  pihak  swasta  yaitu  CSR  PT. 

Paiton Energy, Pemerintah Desa juga ikut berkontribusi melalui bumdes. 

Strategi berkelanjutan dilakukan berdasarkan kelima modal aset untuk meningkatkan 

dan mempertahankan kehidupan secara berkelanjutan serta meminimalkan resiko dari 

kerentanan. Strategi tersebut antara lain: 

1.   Memanfaatkan potensi alam dengan maksimal dalam hal ini adalah hutan mangrove 

dan burung blekok. 

2.   Memaksimalkan   pengembangan   UMKM   masyarakat   lokal   untuk   menambah 

pendapatan mereka. 

3.   Memberikan   sosialisasi   berupa   pelatihan   untuk   menunjang  keterampilan   dan 

pengetahuan masyarakat lokal. 

4.   Melakukan   perbaikan   infrastruktur,   fasilitas   utama   dan   fasilitas   umum   agar 

wisatawan yang berkunjung merasa aman dan nyaman. 
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Abstract  

This study aims to analyze the influence of tourist arrivals, tourism 

receipts, trade openness, and education on poverty levels in the ASEAN -

5 between 2000 and 2023. Poverty levels in the ASEAN -5 countries 

(Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, a nd Vietnam) remain a 

significant challenge despite the region's significant economic potential, 

particularly in the tourism and trade sectors. The analysis was conducted 

using secondary data from the World Bank and United Nations 

Development Programme and processed using E -Views 12. The results 

indicate that tourist arrivals have a positive and significant effect on 

poverty, while tourism receipts and trade openness have a negative and 

significant effect. These findings emphasize the importance of equitable  

distribution of economic benefits for these sectors to truly impact poverty 

alleviation. Furthermore, mean years of schooling were also found to have 

a negative and not significant effect on poverty, underscoring the role of 

education in improving the qua lity of human resources. This study 

provides policy recommendations to maximize the potential of tourism 

and trade in an inclusive and sustainable manner to reduce poverty in 

the ASEAN -5 region.  
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 Kata Kunci: Kemiskinan, 

Pariwisata, Keterbukaan 

Perdagangan, Rata -rata Lama 

Sekolah  

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan 

kunjungan wisatawan, penerimaan pariwisata, keterbukaan perdagangan 

dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN -5 antara tahun 

2000 hingga 2023. Tingkat kemiskinan di negara -negara AS EAN -5 

(Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) masih menjadi 

tantangan besar meskipun kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang 

besar, khususnya dari sektor pariwisata dan perdagangan. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari World Bank dan 

United Nations Development Programme dan diolah menggunakan 

perangkat lunak E -Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, sedangkan penerimaan pariwisata dan keterb ukaan 
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perdagangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini 

menekankan pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang merata agar 

sektor-sektor tersebut benar -benar berdampak pada pengentasan 

kemiskinan. Selain itu, rata -rata lama sekolah juga ditemukan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, 

menegaskan peran pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk 

memaksimalkan potensi pariwisata dan perdagangan secara inklusif dan 

berkelanjutan dalam rangka pengurangan kemiskinan di kawasan 

ASEAN -5. 
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1.  PENDAHULUAN  

Kemiskinan masih menjadi isu krusial dalam pembangunan negara berkembang, 

termasuk di kawasan ASEAN -5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam). 

Meskipun telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dalam dua dekade 

terakhir, ketimpangan  pendapatan, ketidaksetaraan akses layanan dasar, dan 

kerentanan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, upaya untuk 

mengurangi kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup 

sektor ekonomi strategis seperti pariwisata, per dagangan internasional, dan pendidikan. 

Pariwisata telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. Kehadiran wisatawan 

tidak hanya meningkatkan permintaan barang dan jasa loka l, tetapi juga menstimulasi 

investasi infrastruktur, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan efek 

pengganda ekonomi. Konsep Pro -Poor Tourism menekankan bahwa manfaat ekonomi 

dari sektor ini dapat diarahkan untuk mendukung masyarakat miskin seca ra langsung. 

Meskipun demikian, efektivitas pariwisata dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi 

oleh distribusi manfaat dan kapasitas lokal dalam menyerap dampaknya.  

Di sisi lain, keterbukaan perdagangan sebagai indikator globalisasi ekonomi telah 

mendorong negara -negara berkembang untuk meningkatkan ekspor dan partisipasi 

dalam rantai nilai global. Perdagangan bebas diyakini dapat memperluas pasar, 

menciptakan efisien si, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 

berdampak pada penurunan kemiskinan. Namun, hasil empiris menunjukkan adanya 

variasi dampak, tergantung pada struktur ekonomi nasional, tingkat keterampilan 

tenaga kerja, dan kebijakan redistribusi p emerintah. Dalam konteks pembangunan 

inklusif, pendidikan menjadi faktor kunci yang menjembatani pertumbuhan ekonomi 

dan pengurangan kemiskinan. Pendidikan yang memadai meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, membuka akses ke pekerjaan formal, dan mempe rbesar peluang 

partisipasi dalam sektor -sektor produktif seperti pariwisata dan perdagangan. Indikator 

seperti rata -rata lama sekolah sering digunakan untuk merepresentasikan kualitas 

pendidikan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan memiliki pera n strategis 

dalam memperkuat dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan 

masyarakat.  

Tinjauan literatur menunjukkan adanya perbedaan temuan empiris terkait 

pengaruh pariwisata, perdagangan, dan pendidikan terhadap kemiskina n. Beberapa 

studi menyatakan bahwa sektor -sektor tersebut berkontribusi positif terhadap 

pengurangan kemiskinan, namun tidak sedikit pula yang menemukan dampak yang 

lemah atau tidak signifikan. Inkonsist ensi ini mengindikasikan perlunya analisis lebih 
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lanjut yang mempertimbangkan konteks regional dan dinamika waktu. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pariwisata 

(kunjungan wisatawan dan penerimaan pariwisata ), keterbukaan perdagangan, dan rata -

rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di lima negara ASEAN dalam periode 

2000–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam 

literatur pembangunan ekonomi dengan menyoroti peran sektor  strategis dalam 

pengentasan kemiskinan di ASE AN -5. 

 

2.  KAJIAN PUSTAKA  

Konsep Pro -Poor Tourism  

Pro -Poor Tourism  (PPT) merupakan pendekatan pariwisata yang bertujuan 

menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat miskin, baik secara ekonomi, sosial, 

maupun budaya. Pendekatan ini tidak menekankan distribusi keuntungan, tetapi selama 

kelompok miskin mendapatkan manfaat,  maka praktik tersebut dikategorikan sebagai 

Pro -Poor Tourism  (Ashley et al., 2001). Strategi ini juga sejalan dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mendorong partisipasi inklusif masyarakat 

lokal dalam ekonomi formal (Harriso n, 2008). Dua indikator utama yang digunakan 

untuk mengukur kontribusi sektor ini terhadap pengentasan kemiskinan adalah 

kunjungan wisatawan dan penerimaan pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan 

mencerminkan potensi permintaan, namun dalam konteks PPT, pen ting untuk menilai 

sejauh mana kunjungan tersebut membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, 

serta mendukung pelaku usaha mikro lokal (Darmawan & Yunanto, 2016). Sementara 

itu, penerimaan pariwisata perlu dianalisis dari sisi distribusi, agar pendapat an yang 

dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga mengalir kepada 

masyarakat miskin melalui peran aktif dalam ekosistem pariwisata (Astiyanti, 2017).  

Teori Stolper -Samuelson  

Teori Stolper -Samuelson yang dikembangkan oleh Stolper dan Samuelson (1941) 

merupakan pengembangan dari model Heckscher -Ohlin, dan menjelaskan dampak 

liberalisasi perdagangan terhadap distribusi pendapatan antar faktor produksi. Ketika 

perdagangan dibuka, negara akan memperoleh keuntungan dari faktor produksi yang 

melimpah, sementara faktor yang langka mengalami penurunan pendapatan. Dalam 

konteks negara berkembang dengan kelebihan tenaga kerja tidak terampil, keterbukaan 

perdagangan meningkatkan permintaan  terhadap tenaga kerja tersebut, sehingga 

berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan (Winters, 2002). Teori ini relevan dengan 

SDG 10 (pengurangan ketimpangan) dan SDG 17 (kemitraan global untuk 

pembangunan).  
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Teori Modal Manusia oleh Gary Becker  

Teori Modal Manusia oleh Becker (1964) menyatakan bahwa pendidikan adalah 

bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Pendidikan 

memungkinkan peningkatan keterampilan dan peluang kerja, sehingga mendukung 

pengentasan kemiskina n. Dalam penelitian ini, Mean Years of Schooling  (MYS) 

digunakan sebagai indikator modal manusia. MYS yang tinggi mencerminkan kapasitas 

individu untuk mengakses sektor formal seperti pariwisata dan perdagangan. Pendidikan 

juga memperluas kapabilitas indiv idu dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan 

kesejahteraan jangka panjang (Becker, 1964). Hal ini sejalan dengan SDG 4 (pendidikan 

berkualitas) dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pengurangan kemiskinan . 

 

3.  METODE  

3.1.  Data  

 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari World 

Development Indicator  oleh World Bank  dan United Nations Development Programme  

di ASEAN -5 pada periode tahun 2000 hingga 2023 . Variabel dependen adalah Tingkat 

Kemiskinan (POV) merupakan proksi dari indikator kemiskinan yang digambarkan 

dalam rasio jumlah penduduk miskin multidimensi dan dinyatakan dalam satuan 

persentase dari total populasi. Variabel independen terdiri dari Kun jungan Wisatawan 

(TOUR) adalah proksi dari pariwisata berupa per tumbuhan kunjungan wisatawan 

internasional setiap tahunnya dan dinyatakan dalam satuan persen, Penerimaan 

Pariwisata (RE) adalah proksi dari pariwisata berupa jumlah penerimaan pariwisata di 

negara tujuan dan dinyatakan dalam satuan US$ konstan 2015. Tingk at Keterbukaan 

Perdagangan (TRD) adalah proksi dari perdagangan internasional yang mencerminkan 

seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam perdagangan global berupa rasio total 

nilai ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB ) dan dinyatakan dalam 

satuan persen. Rata -rata Lama Sekolah (MYS) adalah proksi dari pendidikan yang 

diukur dalam jumlah rata -rata tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh 

penduduk usia 25 tahun ke atas. Data ini menggambarkan kualitas modal manusia dan 

dinyat akan dalam satuan tahun.  

 

3.2.  Teknik Analisis  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantita tif dengan analisis regresi data panel 

Fixed Effect Model untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen. Berikut spesifikasi model yang digunakan dalam estimasi regresi penelitian 
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ini:  

 

�𝑂�𝑖𝑡 = 0 + 1�𝑂�𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑅�𝑖𝑡 + 𝛽3�𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4�𝑌�𝑖𝑡 + 𝑖𝑡                  

(1)  

Keterangan:  

POV   = Tingkat kemiskinan (% dari populasi)  

TOUR   = Kunjungan wisatawan (% pertumbuhan setiap tahun)  

RE   =  Penerimaan pariwisata (US$ konstan 2015)  

TRD   = Tingkat keterbukaan perdagangan (% PDB)  

MYS   = Rata -rata lama sekolah (tahun)  

𝑖  = cross section  

𝑡  = time series  

𝛽0  = Konstanta  

𝛽1,2,3  = Koefisien  

  = error term  

Ln   = logaritma natural  

 

4.  HASIL DAN DISKUSI  

Hasil estimasi regresi dengan Fixed Effect Model menunjukkan pengaruh Pariwisata, 

Keterbukaan Perdagangan, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di ASEAN -5 pada 

tahun 2000 -2023 dengan persamaan sebagai berikut:  

POV = 97.211338 + 0.00072678087*TOUR - 0.68347451*LNRE - 0.070146393*TRD - 

5.6102616*MYS + [CX=F]  

Berdasarkan hasil hasil regresi, konstanta model sebesar 97,21 menunjukkan bahwa 

tanpa perubahan pada variabel independen, tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 

97,21%. Variabel kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, di 

mana peningkatan 1% kunjungan wisatawan menye babkan kenaikan kemiskinan sebesar 

0,0007%. Sebaliknya, pendapatan pariwisata, keterbukaan perdagangan, dan rata -rata 

lama sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.  Peningkatan 1% 

pendapatan pariwisata menurunkan kemiskinan sebesar 0,68%, kete rbukaan 

perdagangan menurunkan sebesar 0,07%, dan rata -rata lama sekolah menurunkan 

sebesar 5,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan 

memberikan kontribusi terbesar dalam pengurangan kemiskinan.  

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Data Panel  
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Sumber: Diolah  

 

Penelitian ini mengkaji pengaruh kunjungan wisatawan, penerimaan pariwisata, 

keterbukaan perdagangan, dan rata -rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di 

ASEAN -5 periode 2000 –2023. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak semua indikator 

pariwisata seca ra konsisten menurunkan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

relasi antara pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bersifat kompleks, 

tergantung pada konteks kelembagaan, inklusivitas kebijakan, dan keterlibatan 

masyarakat lokal.  

Pertama, kunjungan wisatawan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap 

kemiskinan. Temuan ini bertentangan dengan teori Pro -Poor Tourism, yang menyatakan 

bahwa pariwisata dapat mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. 

Temuan ini seja lan dengan studi Torres & Momsen (2004) serta Mbaiwa (2005), yang 

menunjukkan bahwa pariwisata yang bersifat eksklusif justru memperbesar ketimpangan 

karena manfaatnya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar. Dengan demikian, temuan 

ini mengindikasikan bahw a tanpa tata kelola yang inklusif, peningkatan kunjungan 

wisatawan justru memperdalam eksklusi sosial dan ekonomi.  

Kedua, penerimaan pariwisata berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. Meski arah hubungan sesuai dengan teori spillover dan Pro -Poor Tourism, 

namun tidak signifikannya pengaruh menandakan adanya hambatan distribusi manfaat 

di masyara kat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara memperoleh 

pendapatan dari pariwisata, mekanisme transmisi ke kelompok miskin belum berjalan 

optimal. Temuan ini mendukung analisis LPEM FEB UI (2020) dan León (2007), namun 

menggarisbawahi bahwa keberha silan pariwisata menurunkan kemiskinan memerlukan 

integrasi partisipasi lokal dan redistribusi manfaat.  

Ketiga, keterbukaan perdagangan terbukti menurunkan kemiskinan secara 

signifikan, sejalan dengan teori Stolper -Samuelson, yang menyatakan bahwa negara 

berkembang dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional melalui sektor 

padat karya. Hasil ini didukung oleh studi Kelbore (2015) dan Le Goff & Singh (2014), 
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yang menekankan pentingnya kapasitas institusi dan kualitas kebijakan perdagangan 

untuk mengoptimalkan dampaknya. Ini mengindikasikan bahwa ASEAN -5 telah mampu 

mengarahkan perdagangan untuk mendukung sektor -sektor produktif yang menyerap 

tenaga kerja miski n. 

Keempat, rata -rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan, konsisten dengan teori Modal Manusia (Becker, 1964). Pendidikan yang 

lebih tinggi meningkatkan produktivitas, memperluas peluang kerja, dan memperkuat 

ketahanan ekonomi ind ividu. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Firdaus (2021), 

Istiandari (2023), serta Bici & Çela (2017). Dalam konteks ASEAN -5, hasil ini 

menegaskan bahwa investasi pada pendidikan merupakan strategi fundamental dalam 

memutus rantai kemiskinan jangka panja ng. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pembangunan yang tidak inklusif (seperti pariwisata eksklusif) dapat gagal mencapai 

tujuan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, sektor yang berbasis keterbukaan dan 

peningkatan kapasit as sumber daya manusia menunjukkan kontribusi nyata terhadap 

pengurangan kemiskinan. Kebaruan temuan ini terletak pada pembedaan antara dua sisi 

pariwisata (kunjungan vs penerimaan) dan bukti empiris lintas -negara ASEAN yang 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

distribusi manfaat dan kapasitas lokal.  

 

5.  SIMPULAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil estimasi, disimpulkan bahwa:  

1. Kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, mengindikasikan 

paradoks pariwisata. Meskipun sektor pariwisata tumbuh, manfaatnya belum 

menjangkau kelompok miskin secara adil, bahkan berpotensi memperparah 

ketimpangan.  

2. Penerimaan pariwisata berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari pariwisata perlu 

dibarengi dengan distribusi manfaat yang lebih merata agar efektif dalam 

menurunkan kemiskinan.  

3. Keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Integrasi ekonomi dengan pasar global dapat menurunkan kemiskinan bila didukung 

kebijakan inklusif yang memberdayakan sektor padat karya.  

4. Rata -rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Pendidikan terbukti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas, 
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memperluas akses pekerjaan layak, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.  

Temuan ini memperkuat teori modal manusia (Becker, 1964) dan teori perdagangan 

klasik yang menyatakan bahwa integrasi ekonomi serta peningkatan kualitas SDM 

adalah faktor kunci pengurangan kemiskinan  

 

Saran  

Berdasarkan hasil tersebut, penulis merekomendasikan:  

1. Pengembangan pariwisata inklusif, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam 

rantai nilai pariwisata serta pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan.  

2. Distribusi manfaat pariwisata yang lebih merata melalui penguatan UMKM, 

pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil.  

3. Kebijakan perdagangan pro -rakyat, khususnya yang mendukung sektor dengan 

serapan tenaga kerja tinggi dan aksesibilitas bagi kelompok rentan.  

4. Pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, melalui investasi pada 

pendidikan dasar hingga pelatihan vokasional guna memperkuat mobilitas sosial 

jangka panjang  
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